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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, setiap ASN yang sebelumnya telah melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dengan tahapan seleksi administrasi, Tes Kompetensi Dasar, dan Tes Kemampuan
Bidang wajib menjalani pendidikan dan pelatihan prajabatan (Diklat Prajabatan) yang tujuan
utamanya adalah untuk membentuk karakter ASN yang mengetahui, memahami, dan mampu
melaksanakan nilai — nilai dasar PNS yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ketujuh nilai-nilai dasar ini diakronimkan menjadi
BERAKHLAK. Hal senada juga diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Termasuk di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menegaskan
bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut di atas dapat
diwujudkan dengan memiliki sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki profil
nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi
informasi, bahasa asing dan entrepreneurship.

Tanggal 6 Januari 2022 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden
(Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga, para Kepala Daerah
dan Direksi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan serta Dewan Jaminan Sosial
Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing
dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan = Nasional. = Beberapa
Kementerian/Lembaga langsung menindaklanjuti arahan tersebut melalui kebijakan sesuai tugas
pokok dan fungsi masing-masing. Kementerian ATR/BPN merespon Inpres tersebut dengan
penetapan kebijakan melalui pemenuhan dokumen kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai

syarat dalam proses peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang diperoleh



dari jual beli. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat melengkapi terlebih dahulu registrasi
BPJS Kesehatan sebelum melakukan pengurusan hak-hak atas tanah.

Namun sejak diberlakukan Inpres tersebut pada 1 Maret 2022, masih banyak masyarakat
yang tidak melampirkan fotocopy bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Sehingga di Satuan
Kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengambil kebijakan untuk
pemohon melampirkan Surat Pernyataan bahwa akan menyerahkan fotocopy kartu BPJS
Kesehatan ketika mengambil kembali sertifikat hak dengan tandatangan pemohon di atas materai
10.000. Sembari menunggu pemohon mengambil sertifikat dengan menyerahkan fotocopy BPJS
Kesehatan, terjadi penumpukan sertifikat di loket pengambilan. Sehingga dikhawatirkan muncul
masalah kedepannya.

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan di
lingkungan Kementerian ATR/BPN yang melaksanakan kegiatan aktualisasi dalam program
pelatihan dasar maka penulis mengangkat isu strategis berkaitan dengan Peningkatan Layanan
Pertanahan Melalui Kesadaran Masyarakat dalam Kepesertaan BPJS. Setiap instansi/lembaga
tentu menghadapi kendala/hambatan pada pelaksanaannya. Untuk memberikan pelayanan
maksimal pada masyarakat, maka kita wajib menggunakan segala sumber daya yang kita miliki.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pelayan publik yang berorientasi sebesar-besarnya
melayani masyarakat, diera 5.0 saat ini penulis sebagai CPNS Kementerian ATR/BPN berusaha
menerapkan nilai adaptif terhadap budaya digital dan perubahan konsumsi media. Penulis
berupaya mensosialisasikan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengurusan
pendaftaran peralihan hak melalui platform media sosial Instagram. Hal tersebut yang menjadi
landasan Penulis memilih judul Laporan Aktualisasi Peningkatan Layanan Pertanahan Melalui
Kesadaran Masyarakat dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat.

B.  Tujuan Organisasi

Berdasarkan Permen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agraria danTata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020 — 2024, dimana Renstra tersebut
terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Visi, Misi, dan Tujuan. Kementerian ATR/BPN menetapkan visi
dan misi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
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Badan Pertanahan Nasional selama 5 tahun kedepan adalah “Terwujudnya Penataan Ruang dan
Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani
Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut akan menjadi guidance,
motivasi, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan
mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia. Untuk
mencapai visi tersebut, berlandaskan mandat Kementerian ATR/BPN dijalankan melalui 2 misi
yaitu:

a.  Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif,

Berkelanjutan dan Berkeadilan.

b.  Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.
Oleh karena itu, dalam hal ini penulis bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan
menuju profil sebagai Smart ASN di Kantah Kab. Lombok Barat dengan melakukan Sosialisasi
Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas
Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menggunakan platform media digital
Instagram dan juga mencoba membuat konsep surat yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan untuk
membuka loket pelayanan di Kantah Kab. Lombok Barat guna memperlancar pelayanan

pendaftaran peralihan hak atas tanah.

C.  Tugas dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor

14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Non Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tugas dan fungsi analis hukum pertanahan pada lingkup

kerja daerah kabupaten/kota/provinsi adalah sebagai berikut :

1.  Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan;

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat - surat yang
berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi
pimpinan;

3. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;

4.  Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut

9



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

hak tanah dan pendaftaran tanah;

Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk
ditindaklanjuti,

Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;

Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah;

Mengumpulkan dan mengolah bahan gugatan dari PTUN, Perdata, Pidana dan Pengadilan
Agama;

Menyusun dan menganalisis bahan Surat Kuasa;

Menyusun dan menganalisis bahan jawaban atas gugatan yang masuk;

Menyusun dan menganalisis bahan duplik;

Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi);

Menyusun dan menganalisis bahan kesimpulan sidang;

Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori banding;

Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori kasasi;

Menyusun dan menganalisis bahan memori kasasi;

Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat;

Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan kembali;
Menyusun dan menganalisis bahan kontra PK;

Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum pertanahan;
Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

Menganalisis masalah pertanahan yang menjadi penyebab sengketa, konflik dan perkara
pertanahan;

Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur;

Mempersiapkan dan melaksanakan gelar internal atas sengketa, konflik dan perkara
pertanahan;

Menyusun peta masalah;

Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan;

Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah; dan

Menerima hasil analisis masalah pertanahan;

Mempelajari hasil analisis masalah pertanahan sebagai bahan persiapan mediasi;
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30.

31.
32.
33.
34.

Mengumpulkan data pendukung fisik, administrasi dan yuridis sebagai bahan pendukung
hasil analisis;

Mempersiapkan konsep undangan mediasi untuk para pihak;

Mempersiapkan dan melaksanakan gelar mediasi atas Sengketa dan Konflik Pertanahan;
Membuat notulen, berita acara dan laporan hasil mediasi; dan

Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,
sengketa, konflik, perkara pertanahan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut, uraian tugas dan fungsi penulis sebagai analis

hukum pertanahan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kab. Lombok Barat

adalah :

1)  Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah;

2)  Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;

3)  Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk
ditindaklanjuti,

4)  Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut
hak tanah dan pendaftaran tanah;

5)  Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

6) Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang
berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi
pimpinan;

D.  Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan bahwa susunan organisasi

pada kantor pertanahan terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha;
2) Seksi Survei dan Pemetaan,;

3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;

11



4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
5) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;

6) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Adapun struktur organisasi pada Kantah Kab. Lombok Barat dapat dilihat pada bagan berikut:

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

1 MADE ARYA SANJAYA, S.H,, M.H.
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Bagan 1. Struktur Organisasi pada Kantah Kab. Lombok Barat

E.  Program dan Kegiatan Saat ini

Mengacu pada DIPA dan POK Kantah Kab. Lombok Barat TahunAnggaran 2022, program
dan kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan Target

Penetapan | Pelayanan Publik | Surat Keputusan Penetapan Hak Atas 10 SK
Hak Tanah | kepada lembaga Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan
dan Ruang BUMD

Pelayanan Publik | Surat Keputusan Penetapan Hak Atas 930 SK

Lainnya Tanah Perorangan dan Badan Hukum

Pendaftaran | Pelayanan Publik Layanan Pendaftaran Pertama Kali 940 Layanan
Penerbitan Sertipikat
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Tanah dan
Ruang

Lainnya

Layanan Informasi SKPT

100 Layanan

Layanan Pengecekan SHAT

12.000 Layanan

Layanan Pemecahan SHAT

7.500 Layanan

Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

8.174 Layanan

Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 30 Layanan
Layanan Manajemen | Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen
Kinerja Internal
Pelayanan Publik | SHAT PTSL ASN Kategori 2 7.200 Orang
kepada masyarakat SHAT Konsolidasi Tanah 100 Orang

Tabel 1. Program dan Kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Kab.

Lombok Barat

Berdasarkan uraian program dan kegiatan di atas, rancangan aktualisasi ini merujuk pada

kegiatan Pelayanan Publik Lainnya. Dalam hal ini, penulis yang ditempatkan di satuan kerja Kantah

Kab. Lombok Barat berupaya untuk berkontribusi melalui Sosialisasi Persyaratan Kepesertaan

BPJS Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah sebagai bentuk

Peningkatan Layanan Pertanahan.
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BABII
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Kementerian ATR/BPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan Negara. Di Kabupaten Lombok Barat, tugas tersebut diselenggarakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Adapun dari tugas dan fungsi jabatan penulis serta penempatan di Satuan Kerja terdapat

beberapa isu aktual yg terjadi, kami akan menyajikan 3 isu aktual yang ada, yaitu :

1. Belum optimalnya digitalisasi warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, warkah adalah dokumen yang
merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan
sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Di dalam warkah berisi riwayat beserta bukti
penguasaan atau kepemilikan tanah, yang dapat dijadikan dalam membuat sertifikat asli atau
berupa fotocopi (salinan). Dalam istilah kearsipan Warkah disebut sebagai “Arsip Hidup” oleh
karena itu sepanjang bidang tanah yang disertifikatkan itu tidak hilang maka warkah itu masih
tetap berlaku. Hal ini dikarenakan fungsi warkah yang merupakan nyawa dari seluruh pertanahan
di Indonesia dan digunakan sebagai bukti penerbitan sertifikat oleh BPN. Sehingga jika muncul
permasalahan yang terkait dengan bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat, maka warkah yang

memegang peranan dan digunakan oleh Pemerintah sebagai bukti otentik.

Terdapat aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (kkp.atrbpn.go.id) dan aplikasi
Informasi Warkah (i-Wak), hanya saja aplikasi tersebut terhitung masih baru dan belum optimal
pemanfaatannya di Kanwil maupun Kantah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Nurmanuddin selaku kepala arsip, beliau belum pernah mendigitalisasi
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warkah yang beliau terima. Dokumen yang diterima dari petugas loket hanya di scan seadanya
kemudian diupload di KKP, kemudian diserahkan kepada Bidang I untuk diproses dan berakhir
di TU Kepala Kantor untuk dimintakan tandatangan. Setelah sertifikat hak atas tanah yang baru
terbit, sertifikat diserahkan langsung di loket pengambilan sertifikat tidak di scan kembali.
Kemudian warkahnya diserahkan kepada kepala arsip untuk disimpan secara analog yang ditata di
lemari buku tanah pada kantor pertanahan. Penyimpanan warkah tersebut berdasarkan nomor seri
warkah. Penyimpanan secara analog ini rentan akan kehilangan dan kerusakan, padahal data yang
ada di dalamnya sangatlah penting untuk menunjang proses pemeliharaan data pertanahan

berikutnya.

Gambar 1. Proses Wawancara dengan Kepala Arsip Kantah Kab. Lombok Barat

Gambar 2. Ruang arsip warkah Kantah Kab. Lombok Barat
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Sebagai upaya untuk menuju profil Smart ASN, diperlukan sikap adaptif terhadap budaya
digital. Warkah tersebut sebaiknya lebih disimpan dalam sistem penyimpanan dokumen secara
digital. Ketika proses pengarsipan sudah dilakukan secara modern, maka ada banyak kemudahan
yang bisa didapatkan. Terkait dengan isu diatas selain lebih aman dan terjaganya arsip warkah,
digitalisasi warkah dapat meningkatkan waktu respons dan pelayanan dikarenakan kita dapat
mengakses dokumen dengan lebih cepat dimana saja dan kapan saja. Sehingga penulis mencoba
berkontribusi dengan menata dan mendigitalisasi warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kab.

Lombok Barat ke dalam Google Drive.

2. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS

Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan.

Penyediaan layanan sosial dasar seperti layanan kesehatan merupakan kewajiban negara
yang diwakili pemerintah dan menjadi hak rakyat untuk mendapatkannya. Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD
1945 Pasal 28H Ayat 1 dan 3). Lebih lanjut, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 dan 3,
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat
dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, melindungi masyarakat dari risiko kesehatan
masyarakat, dan untuk mencegah masyarakat jatuh miskin, baik karena biaya perawatan kesehatan
atau kehilangan pendapatan saat ada anggota rumah tangga yang sakit. Mulai 1 Maret 2022,
kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak
atas tanah. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres tersebut
diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing termasuk Kementerian ATR/BPN.

Kebijakan yang diterapkan Kementerian ATR/BPN dan K/L lainnya mungkin seperti tidak

ada hubungannya. Namun, sebenarnya hal itu berkaitan erat dengan komitmen pemerintah yang
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ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan, khususnya kalangan
menengah ke atas yang belum terdaftar program JKN.

Sejak awal tahun 2022, sosialisasi kebijakan tersebut telah digencarkan kepada PPAT
melalui Surat Kepala Kantah Kab. Lombok Barat, menempelkan informasi di sekitar loket, dan
penjelasan secara langsung dari petugas loket. Diharapkan pemohon sudah mengetahui
informasinya sehingga proses permohonan mereka tidak terhambat dan dapat berjalan lancar.
Namun hingga Juni 2022 saat ini, masih banyak pemohon yang tidak melampirkan BPJS
Kesehatan. Sehingga terbit kebijakan untuk pemohon melampirkan Surat Pernyataan bahwa akan
menyerahkan fotocopy kartu BPJS Kesehatan ketika mengambil kembali sertifikat hak dengan
tandatangan pemohon di atas materai 10.000. Namun kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak
signifikan dengan dibuktikan masih banyak sertifikat yang menumpuk dan tidak segera diambil

oleh pemilik hak. Hal tersebut dikhawatirkan memunculkan masalah kedepan.

Gambar 3. Surat pernyataan pemohon

Gambar 4. Papan informasi terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan
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Gambar 5. Tumpukan sertifikat yang belum diambil oleh pemohon

o Nomor Tanun Jatuh_Tempo Tanggal_selcsal Nama_Kegiatan Nama_pemohon
1 30459 2022 23/06/2022 26/06/2022 30/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli  SRI NURLAILL Loket Pelayanan Penyerahan
2 272a3 2022 02/06/2022 o5/06/2022 13/06/2022 Peralihan Hak —Jual Bali KV ALTASGHAR PRAWIRADIRIA | ot palayanan Penyerahan
3 27516 2022 07/06/2022 10/06/2022 14/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
a4 27348 2022 ©07/06/2022 10/06/2022 16/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli | VIOTANVIVIAD ROTTALIVIC Loket Pelayanan Penyerahan
5 27472 2022 07/06/2022 10/06/2022 29/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli  VTUHANMIMAD ROITALIVIE Loket Pelayanan Penyerahan
6 27692 2022 os/06/2022 11/06/2022 23/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
7 27612 2022 08/06/2022 11/06/2022 16/06/2022 Peralinan Hak —Jual Bali | OFDE EKAWISNU SAPUTRA Loket Pelayanan Penyerahan
= 27715 2022 08/06/2022 11/06/2022 16/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli FOE e ™ PO Loket Pelayanan Penyerahan
5 27467 2022 05/06/2022 12/06/2022 27/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan

10 27706 2022 09/06/2022 12/06/2022 16/06/2022 Peralinan Hak —Jual Bal  VIUHANVIVIAD YOSTMUKHSIN Loket Pelayanan Penyerahan
11 27350 2022 09/06/2022 12/06/2022 2s/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
12 2s0a5 2022 ©09/06/2022 12/06/2022 27/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  YULIATIN Loket Pelayanan Penyerahan
13 2m073 2022 09/06/2022 12/06/2022 ©05/07/2022 Peralinan Hak Jual Bell  YULIATIN Loket Pelayanan Penyerahan
14 28141 2022 10/06/2022 13/06/2022 27/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
15 28258 2022 10/06/2022 13/06/2022 24a/06/2022 Peralihan Hak —Jual Bell  MUHAMMAD ROJIALIMI Loket Pelayanan Penyerahan
16 27423 2022 10/06/2022 13/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli  JUNAID! Loket Pelayanan Penyerahan
17 2m29s 2022 10/06/2022 13/06/2022 o8/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli | HADI WIIAYA Loket Pelayanan Penyerahan
1s 2sasa 2022 12/06/2022 15/06/2022 24a/06/2022 Peralinan Hak Jual Bai | SEDESUTAMAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
15 2mase 2022 12/06/2022 15/06/2022 27/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
20 2mass 2022 12/06/2022 15/06/2022 27/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli | OEDE SUTAMIAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
21 2ma37 2022 12/06/2022 15/06/2022 24a/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli | SEDESUTAMAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
22 28423 2022 12/06/2022 15/06/2022 23/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
25 2sa33 2022 12/06/2022 15/06/2022 24a/06/2022 Peralinan Hak Jual Bell | SEDESUTAMAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
24 2mazo0 2022 12/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli o Loket Pelayanan Penyerahan
25 2ma0a 2022 13/06/2022 16/06/2022 23/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  SRI NURLAILT Loket Pelayanan Penyerahan
26 2sa01 2022 13/06/2022 16/06/2022 23/06/2022 Peralihan Hak Jual Bell  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
27 2m305 2022 13/06/2022 16/06/2022 23/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
28 2s30s 2022 13/06/2022 16/06/2022 23/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
29 2m911 2022 14/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak Jual Beti  WERTYANTAVIARAKARTA Loket Pelayanan Penyerahan
30 28924 2022 14/06/2022 17/06/2022 27/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
51 28978 2022 14/06/2022 17/06/2022 o8/07/2022 Peralinan Hak —Jual Bali KXY ALTASGHAR PRAWIRADIFIA | o ot paiayanan Penyerahan
32 2mo61 2022 14/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli TV ALY AR Loket Pelayanan Penyerahan
33 28931 2022 1a/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
54 28082 2022 14/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak —Jual Bali KV ALTASGHARPRAWIKADIKIA | ot paiayanan Penyerahan
35 2smss6 2022 14/06/2022 17/06/2022 25/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
36 2m921 2022 14/06/2022 17/06/2022 27/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli ' ERYANTA MIAHAKARTA Loket Pelayanan Penyerahan
37 28907 2022 14/06/2022 17/06/2022 06/07/2022 Peralinan Hak Jual Bei | SEDESUTAMAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
38 28991 2022 15/06/2022 18/06/2022 ©05/07/2022 Poralinan Hak Jual Beli  MUKHTAR Loket Pelayanan Penyerahan
39 29004 2022 15/06/2022 18/06/2022 27/06/2022 Peralinan Hak Jual Bell  AVWALUDIN Loket Pelayanan Penyerahan
40 2sms995 2022 15/06/2022 18/06/2022 06/07/2022 Peralinan Hak Jual Beli  IMAM CAHYONO Loket Pelayanan Penyerahan
a1 22750 2022 15/06/2022 18/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli | MUHAMNMAD ROJ ALINI Loket Pelayanan Penyerahan
a2 28732 2022 15/06/2022 18/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli  VUHANMMAD ROITALIVIE Loket Pelayanan Penyerahan
43 23754 2022 15/06/2022 18/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli  MUHAMMAD ROJI ALIMI Loket Pelayanan Penyerahan
aa 20405 2022 15/06/2022 18/06/2022 o8/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  IMAM SUIAI Loket Pelayanan Penyerahan
as 29265 2022 15/06/2022 18/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli | SEDESUTAMAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
a6 29203 2022 16/06/2022 15/06/2022 28/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli  JUNAIDI NAUFAL Loket Pelayanan Penyerahan
a7 20469 2022 16/06/2022 19/06/2022 ©5/07/2022 Peralihan Hak —Jual Bell | MOH JAZULH Loket Pelayanan Penyerahan
as 29210 2022 16/06/2022 19/06/2022 ©06/07/2022 Peralinan Hak Jual Beli  IMAM CAHYONO Loket Pelayanan Penyerahan
as 29225 2022 17/06/2022 20/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli | MUHAMNMAD ROI ALINI Loket Pelayanan Penyerahan
50 29517 2022 17/06/2022 20/06/2022 ©06/07/2022 Peralihan Hak Jual Bell 1 GUSTI MADE SUTARIADI Loket Pelayanan Penyerahan
51 2616 2022 17/06/2022 20/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
52 20622 2022 17/06/2022 20/06/2022 ©5/07/2022 Peralihan Hak —Jual Beli  MUKHTAR Loket Pelayanan Penyerahan
53 29915 2022 20/06/2022 23/06/2022 29/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli  WEKYALTASGHAR PRAWIRADIRIA | oot pelayanan Penyerahan
5a 20913 2022 20/06/2022 23/06/2022 25/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
55 29910 2022 20/06/2022 23/06/2022 29/06/2022 Peralihan Hak —Jual Bali XY ALTASGHAR PRAWIRADIIA | ot paiayanan Penyerahan
56 30021 2022 20/06/2022 23/06/2022 28/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli TRy ALy e Loket Pelayanan Penyerahan
57 30029 2022 >1/06/2022 2a/06/2022 25/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
55 30211 2022 21/06/2022 24a/06/2022 s0/06/2022 Peralinan Hak Jual Bell  ALLAN MUSTAFA UMANMI Loket Pelayanan Penyerahan
55 29671 2022 21/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
o 30030 2022 21/06/2022 24a/06/2022 o8/07/2022 Peralihan Hak —Jual Beli | VIOTANVIVIAD ROTTACIVIC Loket Pelayanan Penyerahan
1 29993 2022 21/06/2022 24a/06/2022 29/06/2022 Peralinan Hak Jual Beli  MUHAMMAD ROJIALIVI Loket Pelayanan Penyerahan
62 29632 2022 21/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
63 30240 2022 21/06/2022 24a/06/2022 29/06/2022 Peralihan Hak —Jual Bell | GUSTI MADE SUTARIADI Loket Pelayanan Penyerahan
64 30229 2022 21/06/2022 2a/06/2022 ©05/07/2022 Peralinan Hak -Jual Beli | GUSTI MADE SUTARIAD! Loket Pelayanan Penyerahan
&s 30250 2022 21/06/2022 24/06/2022 ©1/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
6 s02a7 2022 21/06/2022 24a/06/2022 ©1/07/2022 Peralinan Hak Jual Bell  SRINURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
67 302as 2022 21/06/2022 24/06/2022 02/07/2022 Peralinan Hak -Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
s 30239 2022 21/06/2022 24a/06/2022 ©1/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
o s023s 2022 21/06/2022 2a/06/2022 s0/06/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
70 30302 2022 21/06/2022 24/06/2022 50/06/2022 Poralinan Hak Jual Beli 1 GUSTI MADE SUTARIADI Loket Pelayanan Penyerahan
71 30207 2022 21/06/2022 24a/06/2022 s0/06/2022 Peralihan Hak —Jual Bell 1 GUSTI MADE SUTARIADI Loket Pelayanan Penyerahan
72 30203 2022 21/06/2022 24a/06/2022 s0/06/2022 Poralinan Hak -Jual Beli | ALLAN MUSTAFA UMAMI Loket Pelayanan Penyerahan
73 30410 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©6/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
74 s0aas 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©1/07/2022 Peralinan Hak —Jual Bell  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
75 30450 2022 23/06/2022 26/06/2022 02/07/2022 Peralinan Hak -Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
76 30as2 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©5/07/2022 Peralihan Hak —Jual Beli  SRINURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
77 30asa 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©1/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
7= soses 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©08/07/2022 Poralinan Hak —Jual Beli | HAFAZ HASAN ZIKRI Loket Pelayanan Penyerahan
79 s0ss1 2022 23/06/2022 26/06/2022 o08/07/2022 Peralihan Hak —Jual Bell  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
=0 30441 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©06/07/2022 Peralinan Hak Jual Beli | MOH JAZULI Loket Pelayanan Penyerahan
81 30617 2022 23/06/2022 26/06/2022 ©5/07/2022 Peralinan Hak -Jual Beli  SRI NURLAILI Loket Pelayanan Penyerahan
52 s0s74 2022 24/06/2022 27/06/2022 ©06/07/2022 Peralinan Hak —Jual Bell  INDAH PUSPITA RINI Loket Pelayanan Penyerahan
3 30431 2022 24/06/2022 27/06/2022 08/07/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
84 30645 2022 2a/06/2022 27/06/2022 ©5/07/2022 Peralihan Hak —Jual Bell | GEDE SUTAMAYASA Loket Pelayanan Penyerahan
=5 s0ess 2022 24a/06/2022 27/06/2022 08/07/2022 Peralinan Hak Jual Beli v - AR Loket Pelayanan Penyerahan
=6 30650 2022 24/06/2022 27/06/2022 ©5/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
87 0657 Zoz22 2a/06/2022 27/06/2022 os/07/2022 Peralihan Hak —Jual Beli O ERKYALTASGHARPRAWIRADIFIA | 1ot pelayanan Penyerahan
== B072s 5022 25/06/2022 28/06/2022 02/07/2022 Poralinan Hak -Jual Beli  DIAN EKA NURUL Loket

=0 Sos38 Zo22 25/06/2022 28/06/2022 o8/07/2022 Peralihan Hak - Jual Beli D ROITALTVIE Loket Pelayanan Penyerahan
90 Bosos o022 25/06/2022 28/06/2022 os/07/2022 Peralihan Hak —Jual Beli VUHAMIMAD ROITACIVI Loket Pelayanan Penyerahan
°1 30421 5022 25/06/2022 2s/06/2022 08/07/2022 Peralinan Hak -Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan
22 Soe1s o022 25/06/2022 28/06/2022 os/07/2022 Peralihan Hak -Jual Beli  NURHAFIZAH Loket Pelayanan Penyerahan
23 Bos77 o022 27/06/2022 30/06/2022 ©05/07/2022 Peralihan Hak -Jual Beli '™ ~ Loket Pelayanan Penyerahan
oa Bosas 2022 27/06/2022 30/06/2022 o8/07/2022 Peralinan Hak —Jual Beli Loket Pelayanan Penyerahan

Tabel 2. Sertifikat yang Belum Diserahkan Kepada Pemohon
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Dalam upaya menjadi Smart ASN diperlukan sikap adaptif terhadap budaya digital dan
perubahan konsumsi media, Penulis berupaya mensosialisasikan Persyaratan Kepesertaan BPJS
Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak melalui p/atform media sosial Instagram
dalam bentuk postingan foto serta reels. Kemudian dalam upaya penerapan nilai Berorientasi
Pelayanan dan Kolaboratif, Penulis berupaya untuk mengajukan konsep surat Kepala Kantah
terkait permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan yang ditujukan kepada BPJS
Kesehatan Lombok Barat.

3. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah

Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah kegiatan pendaftaran tanah
yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan peraturan
pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendataran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik.

2) Pembuktian hak dan pembukuannya.

3) Penerbitan sertifikat.

4) Penyajian data fisik dan data yuridis.

5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Persyaratan pendaftaran tanah untuk pertama kali:

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup.

- Surat Kuasa apabila dikuasakan.

- Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

- Fotocopy Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran dasar yang Terakhir dan Fotocopy
identitas (KTP, KK) susunan direksi dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Badan Hukum).

- Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak.

19



- Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau
rumah yang dibeli dari pemerintah.

- Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas
loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat
pendaftaran hak).

- Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai keseluruhan prosedur dan persyaratan tersebut
kita harus mengakses di web Kementerian ATR/BPN atau bertanya langsung kepada petugas.
Tidak dipungkiri apabila pada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali terdapat berkas pemohon
yang belum lengkap, terpaksa ditunda untuk diproses. Pada Bulan Juni 2022 terdapat berkas yang

ditunda sebanyak 35 berkas, dan 1 diantaranya dikarenakan berkas yang belum lengkap.

No  Nomor Tahun  Tanggal Terdaftar  Jatuh_Tempo Nama_Kegiatan Nama_Pemohon Posisi_Terakhir
126329 2022 02/06/2022 18/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUHAMMAD SHALEH HAMBALI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
2726910 2022 03/06/2022 19/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, NURUL AINI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
3726830 2022 03/06/2022 19/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, NURUL AINI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
427358 2022 03/06/2022 19/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, FIRMAN HALIS Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
526438 2022 04/06/2022 20/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUHAMMAD SHALEH HAMBALI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
6726331 2022 04/06/2022 20/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan MUHAMMAD SHALEH HAMBALI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
7726149 2022 06/06/2022 20/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MARDIAN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
827656 2022 07/06/2022 21/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, H.MOH.HAMKA Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
928130 2022 08/06/2022 24/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan ° | "0 AN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral

1028206 2022 10/06/2022 26/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, BAIQSUDARNI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1128771 2022 13/06/2022 27/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, IKHWAN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1228871 2022 15/06/2022 31/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan MUHAMMAD AMMAR FAWWAZ GAMESHA Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1329223 2022 15/06/2022 31/10/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, AHMAD WILDAN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1420376 2022 16/06/2022 01/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan TAUFIQ ASYARI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
15720392 2022 16/06/2022 01/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, TAUFIQASY'ARI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1629387 2022 16/06/2022 01/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, TAUFIQASY'ARI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1720854 2022 17/06/2022 02/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, "0 0 N HARAD! Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
1829848 2022 17/06/2022 02/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, 100 A HARAD! Tim Panitia

1929760 2022 21/06/2022 04/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan ~0 - D1 HIRWVAND! Petugas Pemetaan

20730227 2022 21/06/2022 04/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan | GUSTI MADE SUTARIADI Petugas Ukur

2130036 2022 22/06/2022 07/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, LALU SUPRIWAN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
22730350 2022 22/06/2022 07/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, LALU SUPRIWAN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
23750521 2022 23/06/2022 08/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SAPIRIN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
24730531 2022 23/06/2022 08/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SAPIRIN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
25730517 2022 23/06/2022 08/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SAPIRIN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
26730666 2022 24/06/2022 09/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, EPENDI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
2730662 2022 24/06/2022 09/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, BAIATUS SHOLIHAH Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
2830895 2022 27/06/2022 10/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, AZMI RAHMAN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
2931023 2022 27/06/2022 10/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, YULIATIN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
3031021 2022 27/06/2022 10/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, YULIATIN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
31731000 2022 28/06/2022 11/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, NAHDI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
32731066 2022 28/06/2022 11/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan MASINAH Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
3331302 2022 29/06/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Wakaf untu SAMSUDIN Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
3431303 2022 29/06/2022 14/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MASMUK Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
3531447 2022 30/06/2022 15/11/2022 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SUHANDI Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral

Tabel 3. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang Tertunda

Di era media sosial sekarang, masyarakat sebagai pemohon lebih banyak menghabiskan
waktunya untuk scrolling media sosial seperti instagram. Diperlukan sikap adaptif terhadap
budaya digital dan peka terhadap perubahan konsumsi media. Untuk menuju profil smart ASN

dan penerapan nilai berorientasi pelayanan, Penulis berupaya mensosialisasikan prosedur serta
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syarat pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui platform media sosial Instagram. Diharapkan
apabila sosialisasi tersebut lebih luas jangkauannya kepada masyarakat, pelayanan pendaftaran

tanah pertama kali dapat berjalan lancar.

‘ - ] _—
Gambar 6. Petugas loket menjelaskan prosedur pendaftaran tanah pertama kali

B. Pemilihan Isu

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Metode USG (Urgency, Seriousness,
Growth) yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus
diselesaikan. Metode ini dilakukan dengan memberikan penilaian prioritas terhadap 3 parameter
berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menetapkan rentang
penilaian (1-5). Angka 1 (sangat tidak mendesak/ gawat/ berdampak luas) hingga angka 5 (sangat

mendesak/ gawat/ berdampak luas).
1. Urgency : Seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti
2. Seriousness : Seberapa serius isu terkait akibat yang akan ditimbulkan

3. Growthness : Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani

Skor U S G

5 |Sangat mendesak [Sangat Serius  [Harus ditangani segera

4 |Mendesak Serius Toleransi waktu singkat
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3 |Cukup mendesak [Cukup Serius  |Toleransi waktu cukup lama

2 |Kurang mendesak |Kurang Serius |Toleransi waktu lama

1 [Tidak mendesak [Tidak Serius Toleransi waktu sangat lama

Tabel 4. Kriteria Penilaian USG

Penentuan skor ini diperoleh dari kegiatan diskusi serta konsultasi dengan mentor dan rekan
kerja, maka diperoleh isu prioritas sebagai berikut :
‘ No Permasalahan U S G Skor
1 Belum optimalnya digitalisasi warkah Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. 3 3 4 10

2 Belum optimalnya Informasi Masyarakat
Mengenai  Persyaratan  Kepesertaan  BPJS| 4 4 4 12

Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan.

3 Belum optimalnya Informasi Masyarakat
Mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah
Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat.

Tabel 5. Analisis Pemilihan Isu dengan Metode USG

Dari hasil analisis tersebut, maka ditetapkan bahwa permasalahan yang kedua yaitu tentang
“Belum optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan

Dalam Pendaftaran Pertanahan” sebagai isu utama dengan jumlah skor 12.

- Urgency dengan poin 4 dimana isu ini mendesak untuk dibahas karena terkait dengan
mandat Inpres No. 1 Tahun 2022, sebagai ASN hal tersebut merupakan penerapan fungsi
pelaksana kebijakan publik.

- Seriousness mendapat poin 4 karena isu ini dianggap serius dan akan berdampak langsung
pada menumpuknya sertifikat yang telah terbit di Loket Pengambilan juga terhadap
penilaian instansi Kementerian ATR/BPN pada umumnya dan Kantah Kab. Lombok

Barat khususnya.
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- Growth mendapat poin 4 karena memiliki potensi permasalahan yang besar jika tidak
segera ditangani, dimana jika terjadi penumpukan sertifikat pada Loket Pengambilan

dikhawatirkan ada sertifikat yang hilang.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi
Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak agar

proses permohonan tidak terhambat dan dapat berjalan lancar.
C.  Penentuan Gagasan Pemecah Isu

Tahap selanjutnya dalam penyelesaian isu ialah tahap penentuan gagasan pemecah isu dengan
mencari akar permasalahan dari isu prioritas untuk dirumuskan gagasan pemecahan isu. Adapun
dalam menganalisis penentuan gagasan pemecah isu, penulis menggunakan metode fishbone
diagram.

Fishbone diagram lebih menekankan pada adanya hubungan sebab-akibat sehingga dalam
penggambarannya kepala ikan diartikan sebagai masalah utama sedangkan tulangnya diartikan
sebagai penyebab dari timbulnya masalah tersebut. Berikut merupakan hasil analisa

menggunakaan metode fishbone diagram.

Man Mother Nature Money

Terbatasnya anggaran

Belum maksimalnya
untuk menyelenggarakan

sarana informasi
) R pertemuan dalam rangka
Terbatasnya pegawai BPN mengenai persyaratan » sosialisasi persyaratan
untuk melakukan » kepesertaan BPJS Persy
kepesertaan BPJS
Kesehatan dalam
pengajuan pelayanan Belum optimalnya
pertanahan informasi masyarakat
terkait kepesertaan BPJS
Kesehatan dalam
> pengajuan pelayanan
pertanahan

sosialisasi Kesehatan dalam
pengajuan pelayanan
pertanahan

Tidak memadainya

diproses dan menunggu bola dari BPJS Kesehatan
untuk diambil oleh
Pemohon

tempat penyimpanan
sertifikat yang telah » Belum ada inisiatif jemput '

Media Motivation

Bagan 2. Fishbone diagram

Man : Terbatasnya pegawai BPN untuk melakukan sosialisasi
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- Mother Nature

- Money

- Media

Motivation

: Belum maksimalnya sarana informasi mengenai persyaratan kepesertaan

BPJS Kesehatan dalam pengajuan pelayanan pertanahan

: Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan pertemuan dalam rangka

sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengajuan

pelayanan pertanahan

: Tidak memadainya tempat penyimpanan sertifikat yang telah diproses dan

menunggu untuk diambil oleh Pemohon

: Belum ada inisiatif jemput bola dari BPJS Kesehatan

Selanjutnya adalah menentukan gagasan pemecahan isu utama dengan menggunakan

metode tapisan McNamara. Metode tapisan tersebut menggunakan indikator berupa tingkat

efektivitas, tingkat biaya, dan tingkat kemudahan. Kriteria penilaian ketiga variable penilaian

alternative gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas
2. Efisien

3. Kemudahan :Dimana gagasan tersebut dianggap realistis untuk dilakukan

:Dimana gagasan dianggap memiliki harga biaya yang paling murah

:Dimana gagasan dinilai memiliki peran yang besar dalam pemecahan masalah

Kesehatan

dalam

Pengurusan

Skor Efektivitas Efisien Kemudahan

5 |Sangat Efektif Sangat Efisien Sangat Mudah

4  |Efektif Efisien Mudah

3 |Cukup Efektif Cukup Efisien Cukup Mudah

2 |Kurang Efektif Kurang Efisien Kurang Mudah

1 [Tidak Efektif Tidak Efisien Tidak Mudah

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tapisan Mc Namara

No Alternatif Gagasan Efektivitas Efisien Kemudahan Total
1. Menambah pegawai BPN 3 1 1 5
2. Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS 3 5 5 13
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Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

melalui media sosial

3. Pengajuan anggaran untuk mengadakan 2 2 3 7
sosialisasi melalui pertemuan dengan

seluruh PPAT

4. Mengajukan pengadaan tempat 1 1 1 3

penyimpanan sertifikat jadi

Tabel 7. Alternatif gagasan pemecahan isu

Berdasarkan hasil tapisan menggunakan metode McNamara, maka gagasan yang paling
layak untuk dilaksanakan adalah sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam
Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial. Gagasan tersebut

dianggap yang paling efektif, efisien dan mudah untuk dilakukan dalam aktualisasi ini.
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D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Dalam melakukan tahapan aktualisasi, diperlukan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelatihan dasar CPNS

seperti nilai Berakhlak. Kegiatan dalam proses aktualisasi, output dan keterkaitannya terhadap substansi mata pelatihan, visi-misi

organisasi, dan penguatan nilai organisasi, lebih lanjut dituliskan dalam matriks aktualisasi dalam tabel di bawah ini.

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat

1. Belum Optimalnya Digitalisasi Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

2. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan Bpjs Kesehatan Dalam
Pendaftaran Pertanahan.

3. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah Pertama

Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam
Pendaftaran Pertanahan.

Tanah melalui media sosial.

Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas

hak atas tanah

BPJS Kesehatan

dan gambaran

No Kegiatan Tahgpan Output/Hasil Keterkaitan Sgbstansi Kf)r.ltril?u-Si Terhadap Penguatan Nilai
' Kegiatan Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi
1 | Analisis Analisis kegiatan | Petunjuk dan | Berorientasi Pelayanan : | Dengan hasil petunjuk | Penerapan nilai
Kebutuhan | layanan materi Berusaha memberi dan materi sosialisasi profesional dimana
Kegiatan pertanahan yang | sosialisasi pelayanan pertanahan BPJS Kesehatan Penulis
mempersyaratkan | BPJS lebih baik lagi kepada sebagai syarat dalam mendownload
kepesertaan Kesehatan masyarakat dengan pengurusan Inpres terkait
BPJS Kesehatan | sebagai syarat | mengangkat isu pendaftaran hak atas optimalisasi BPJS
dalam peningkatan layanan tanah melalui media Kesehatan
pengurusan pertanahan melalui sosial instagram maka | kemudian
pendaftaran persyaratan kepesertaan | Penulis mempunyai ide | mempelajari dan

melakukan analisa
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melalui media
sosial
instagram

merupakan cerminan
berorientasi pelayanan.

Akuntabel :

Cermat dalam
menganalisis kegiatan
layanan pertanahan
merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Berusaha mempelajari
kegiatan layanan
pertanahan apa saja yang
membutuhkan BPJS
Kesehatan sebagai
persyaratan merupakan
cerminan kompeten.

Loyal :

Latar belakang
pelaksanaan tahapan
kegiatan analisa ini
adalah bentuk kontribusi
penulis dalam
menjalankan Instruksi
Presiden tentang
optimalisasi BPJS
Kesehatan dan
merupakan cerminan
loyal

sosialisasi untuk
meningkatkan
pelayanan pertanahan
sesuai dengan misi
Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan
pelayanan pertanahan
dan penataan ruang
yang dilakukan oleh
kementerian adalah
berstandar dunia agar
mampu bersaing
dengan negara lain
dalam lingkup regional
maupun global, tetapi
juga mendorong
terwujudnya
masyarakat yang
semakin sejahtera dan
maju" untuk
mewujudkan visi
Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya
Penataan Ruang dan
Pengelolaan
Pertanahan yang

kegiatan serta

mempelajari model

postingan media
sosial Kantah.

Penerapan nilai

terpercaya dimana

Penulis patuh dan
taat terhadap
peraturan yang

ditetapkan dengan

mengangkat isu
ini.
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Mendownload
dan mempelajari
instruksi presiden
tentang
optimalisasi
BPJS Kesehatan

Smart ASN :
Melakukan analisis
terlebih dahulu
merupakan cerminan
smart ASN yang
berintegritas. Hal ini
dimaksudkan agar
kegiatan sesuai dengan
peraturan dan kode etik
yang ada.

Akuntabel :
Mempelajari instruksi
presiden dengan cermat
merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Belajar dan berusaha
mempelajari Inpres BPJS
Kesehatan merupakan
cerminan kompeten.

Loyal :

Berusaha untuk
berkontribusi dalam
menjalankan Instruksi
Presiden tentang
optimalisasi BPJS
Kesehatan merupakan
cerminan loyal.

Terpercaya dan
Berstandar Dunia
dalam Melayani
Masyarakat untuk
Mendukung
Tercapainya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong."
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Adaptif :
Menyesuaikan dengan
era digital dan
memanfaatkan untuk
mendapatkan peraturan
terkait merupakan
cerminan adaptif.

Mempelajari
model postingan
media sosial
Kantor
Pertanahan Kab.
Lombok Barat

Smart ASN :

Sebagai smart ASN
diharuskan adaptif
terhadap perubahan
digital dimana cukup
dengan mendownload
sudah dapat mengakses
peraturan yang berlaku.

Akuntabel :

Mempelajari model
postingan media sosial
untuk menjadi role
model design merupakan
tanggungjawab penulis
dan merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Berusaha mempelajari
model postingan media
sosial yang design
sebelumnya telah
diterapkan oleh admin
media sosial Kantah
merupakan cerminan
kompeten.
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Harmonis :

Sikap menghargai karena
penulis menjadikan
design postingan media
sosial sebelumnya
sebagai acuan
merupakan cerminan
harmonis.

Adaptif :
Menyesuaikan dengan
era digital dan
memanfaatkan media
sosial untuk
mendapatkan informasi
merupakan cerminan
adaptif.

Smart ASN :
Merupakan cerminan
smart ASN dimana
mengonsumsi media
sosial untuk
mendapatkan kebutuhan
design untuk menunjang
kegiatan aktualisasi.

Membuat Mendesign Konsep Akuntabel : Dengan hasil konsep Penerapan nilai
Konsep konsep postingan | design Bertanggung jawab postingan foto melayani melalui
Design foto instagram postingan foto | untuk membuat konsep | instagram dan surat pembuatan konsep
Postingan instagram dan | postingan foto instagram | permohonan design foto

Foto surat merupakan cerminan merupakan bentuk instagram Penulis
Instagram permohonan | akuntabel. kontribusi penuangan | mencoba
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dan Konsep
Surat
Permohonan
Pembukaan
Loket
Pelayanan
BPIS
Kesehatan
Kepada
BPIJS
Kesehatan
Kab.
Lombok
Barat

pembukaan
loket
pelayanan
kepada BPJS
Kesehatan

Kompeten :

Penulis berusaha belajar
untuk mendesign
postingan media sosial
merupakan cerminan
kompeten.

Harmonis :

Dalam mendesign
konsep postingan foto
instagram dan
menjadikan design
postingan media sosial
sebelumnya sebagai
acuan merupakan
cerminan harmonis.

Loyal :

Mendesign konsep
postingan sesuai
peraturan dan kode etik
untuk menjaga nama
baik ASN, pimpinan dan
instansi merupakan
cerminan loyal.

Adaptif :

Penulis menggunakan
teknologi dalam
mendesign konsep
postingan

Smart ASN :
Penggunaan teknologi
dalam mendesign konsep
postingan merupakan
cerminan smart ASN.

ide Penulis untuk
meningkatkan
pelayanan pertanahan
agar sesuai dengan
misi Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan
pelayanan pertanahan
dan penataan ruang
yang dilakukan oleh
kementerian adalah
berstandar dunia agar
mampu bersaing
dengan negara lain
dalam lingkup regional
maupun global, tetapi
juga mendorong
terwujudnya
masyarakat yang
semakin sejahtera dan
maju" untuk
mewujudkan visi
Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya
Penataan Ruang dan
Pengelolaan
Pertanahan yang
Terpercaya dan
Berstandar Dunia
dalam Melayani
Masyarakat untuk
Mendukung

menjelaskan
kepada masyarakat
terkait kepesertaan
BPJS Kesehatan
demi lancarnya
pelayanan
pertanahan.

Penerapan nilai
profesional dimana
Penulis senantiasa
berusaha belajar
untuk membuat
konsep design foto
instagram dan
surat permohonan.
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Mengajukan
konsep postingan
foto instagram
kepada admin
media sosial
Kantah

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk menyampaikan
design konsep postingan
foto instagram kepada
admin media sosial
Kantah merupakan
cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan design
konsep postingan dan
dapat menjelaskan
konsep tersebut
merupakan cerminan
kompeten.

Harmonis :

Dengan meminta
persetujuan kepada
admin media sosial
Kantah mencerminkan
sikap menghargai dan
merupakan nilai
harmonis.

Adaptif :

Penulis menggunakan
teknologi saat
mengajukan konsep
postingan foto instagram
merupakan cerminan
adaptif.

Tercapainya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong."
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Kolaboratif :
Bekerjasama dengan
admin media sosial
Kantah (diskusi dan
mendapat saran serta
masukan) merupakan
cerminan kolaboratif.

Membuat konsep
surat
permohonan
pembukaan loket
pelayanan BPJS
Kesehatan
kepada BPJS
Kesehatan Kab.
Lombok Barat

Smart ASN :

Dengan mengajukan
konsep kepada admin
media sosial terjalin
interaksi dan sebagai
smart ASN diharuskan
membangun networking.

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk membuat konsep
surat permohonan
pembukaan loket
layanan BPJS Kesehatan

Kompeten :

Berusaha belajar untuk
membuat konsep surat
permohonan pembukaan
loket layanan BPJS
Kesehatan
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Loyal :

Membuat konsep surat
sesuai peraturan dan
kode etik untuk menjaga
nama baik ASN,
pimpinan dan instansi
merupakan cerminan
loyal.

Adaptif :

Penulis menggunakan
teknologi dalam
membuat konsep surat
merupakan cerminan
adaptif.

Smart ASN :
Penggunaan teknologi
dalam membuat konsep
surat merupakan
cerminan smart ASN.

Membuat
Konsep
Postingan
Video Reels
Instagram

Mengumpulkan
foto serta video
terkait
persyaratan
kepesertaan
BPJS Kesehatan
dalam pelayanan
pendaftaran
pertanahan

Konsep
postingan
video reels
instagram

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk mengumpulkan
bahan pembuatan video
reels instagram berupa
foto dan video
merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Berusaha belajar untuk
pengambilan foto dan
video yang baik
merupakan cerminan
kompeten.

Dengan hasil konsep
postingan reels
instagram merupakan
bentuk kontribusi
penuangan ide Penulis
untuk meningkatkan
pelayanan pertanahan
agar sesuai dengan
misi Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan
pelayanan pertanahan
dan penataan ruang
yang dilakukan oleh

Penerapan nilai
melayani melalui
pembuatan konsep
video reels
instagram Penulis
mencoba
menjelaskan
kepada masyarakat
terkait kepesertaan
BPJS Kesehatan
demi lancarnya
pelayanan
pertanahan.
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Loyal :

Mengambil foto serta
video yang sesuai
peraturan dan kode etik
untuk menjaga nama
baik ASN, pimpinan dan
instansi merupakan
cerminan loyal.

Adaptif :

Penggunaan teknologi
dalam mengambil foto
serta video merupakan
cerminan adaptif.

Membuat konsep
video reels
instagram

Smart ASN :
Penggunaan teknologi
dalam pengumpulan foto
dan video merupakan
cerminan smart ASN.

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk membuat video
reels instagram
merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Berusaha mempelajari
teknik pembuatan video
reels instagram
merupakan cerminan
kompeten.

kementerian adalah
berstandar dunia agar
mampu bersaing
dengan negara lain
dalam lingkup regional
maupun global, tetapi
juga mendorong
terwujudnya
masyarakat yang
semakin sejahtera dan
maju" untuk
mewujudkan visi
Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya
Penataan Ruang dan
Pengelolaan
Pertanahan yang
Terpercaya dan
Berstandar Dunia
dalam Melayani
Masyarakat untuk
Mendukung
Tercapainya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong."

Penerapan nilai
profesional dimana
Penulis senantiasa
berusaha belajar
untuk membuat
konsep video reels
instagram
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Harmonis :

Dalam membuat konsep
postingan reels
instagram dan
menjadikan design
postingan media sosial
sebelumnya sebagai
acuan merupakan
cerminan harmonis.

Loyal :

Membuat konsep reels
instagram sesuai
peraturan dan kode etik
untuk menjaga nama
baik ASN, pimpinan dan
instansi merupakan
cerminan loyal.

Adaptif :

Penulis menggunakan
teknologi dalam
pembuatan video reels
instagram

Smart ASN :
Penggunaan teknologi
dalam membuat konsep
reels merupakan
cerminan smart ASN.
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Mengajukan
konsep video
reels instagram
kepada admin
media sosial
Kantah

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk menyampaikan
konsep reels instagram
kepada admin media
sosial Kantah merupakan
cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan design
konsep reels dan dapat
menjelaskan konsep
tersebut merupakan
cerminan kompeten.

Harmonis :

Dengan meminta
persetujuan kepada
admin media sosial
Kantah merupakan sikap
menghargai dan
cerminan harmonis.

Adaptif :

Penulis menggunakan
teknologi saat
mengajukan konsep
video reels instagram
merupakan cerminan
adaptif.

Kolaboratif :
Bekerjasama dengan
admin media sosial
Kantah (diskusi dan
mendapat saran serta
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masukan) merupakan
cerminan kolaboratif.,

Smart ASN :

Dengan mengajukan
konsep kepada admin
media sosial terjalin
interaksi dan sebagai
smart ASN diharuskan
membangun networking.

Mengupload
Postingan
Foto serta
Video Reels
Instagram
dan
Mengajukan
Konsep
Surat
Permohonan
Pembukaan
Loket
Pelayanan
BPIJS
Kesehatan
kepada
BPIS
Kesehatan
Kab.
Lombok
Barat

Mengupload
postingan

instagram berupa

foto dan video
reels

Sosialisasi
BPIS
Kesehatan
sebagai syarat
dalam
pengurusan
pendaftaran
Hak Atas
Tanah melalui
media sosial
instagram dan
Surat
permohonan
pembukaan
loket layanan
BPIJS
Kesehatan di
Kantah Kab.
Lombok Barat

Akuntabel :
Bertanggung jawab dan
tidak menyalahgunakan
kesempatan saat
mengupload postingan
foto dan video reels ke
instagram Kantah
merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Mampu untuk
menggunakan instagram
merupakan cerminan
kompeten.

Loyal :

Mengupload postingan
sebagai upaya sosialisasi
untuk berkontribusi
dalam menjalankan
Instruksi Presiden
tentang optimalisasi
BPJS Kesehatan
merupakan cerminan
loyal.

Dengan hasil
sosialisasi BPJS
Kesehatan sebagai
syarat dalam
pengurusan
pendaftaran hak atas
tanah melalui media
sosial instagram dan
Surat permohonan
pembukaan loket
layanan BPJS
Kesehatan di Kantah
Kab. Lombok Barat
merupakan bentuk
kontribusi Penulis
untuk meningkatkan
pelayanan pertanahan
agar sesuai dengan
misi Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan
pelayanan pertanahan
dan penataan ruang
yang dilakukan oleh

Penerapan nilai
melayani melalui
terpublishnya foto
serta video reels
instagram Penulis
mencoba
menjelaskan
kepada masyarakat
terkait kepesertaan
BPJS Kesehatan
demi lancarnya
pelayanan
pertanahan.

Penerapan nilai
terpercaya dimana
Penulis memegang
teguh kode etik
ASN melalui
persetujuan
berjenjang dari
korsub hingga
Kepala Kantah
untuk surat
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Adaptif :

Penulis menggunakan
teknologi saat
mengupload postingan
ke media sosial Kantah
merupakan cerminan
adaptif.

Kolaboratif :
Bekerjasama dengan
admin media sosial
Kantah untuk
memposting foto serta
video reels instagram
mengenai sosialisasi
syarat kepesertaan BPJS
Kesehatan demi
kelancaran pelayanan
pertanahan di Kantah
Kab. Lombok Barat

Smart ASN :

Dengan mengupload
postingan sosialisasi
tersebut terdapat unsur
patuh kepada Presiden
untuk optimalisasi BPJS
Kesehatan demi
kepentingan nasional
merupakan sikap
nasionalisme serta
pengunaan teknologi saat
mengupload postingan.
Keduanya merupakan
cerminan smart ASN.

kementerian adalah
berstandar dunia agar
mampu bersaing
dengan negara lain
dalam lingkup regional
maupun global, tetapi
juga mendorong
terwujudnya
masyarakat yang
semakin sejahtera dan
maju" untuk
mewujudkan visi
Kementerian
ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya
Penataan Ruang dan
Pengelolaan
Pertanahan yang
Terpercaya dan
Berstandar Dunia
dalam Melayani
Masyarakat untuk
Mendukung
Tercapainya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong."

permohonan
pembukaan loket
layanan
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Berkoordinasi
dengan teman
CPNS 2022
Prov. Nusa
Tenggara Barat
untuk merepost
postingan
instagram
Kantah Lombok
Barat mengenai
sosialisasi syarat
kepesertaan
BPJS Kesehatan
demi kelancaran
pelayanan
pertanahan

Kompeten :

Saat berkoordinasi
dengan teman CPNS
untuk merepost
postingan instagram
Kantah Lombok Barat
kemudian dapat
menjelaskan mengenai
postingan tersebut
merupakan cerminan
kompeten.

Adaptif :

Saat berkoordinasi
dengan teman CPNS
yang sedang berada di
penempatan Kantah
masing - masing, penulis
menggunakan teknologi.
Hal tersebut merupakan
cerminan adaptif.

Kolaboratif :
Bekerjasama dengan
teman CPNS untuk
merepost postingan
instagram Kantah
mengenai sosialisasi
syarat kepesertaan BPJS
Kesehatan demi
kelancaran pelayanan
pertanahan di Kantah
Kab. Lombok Barat
merupakan cerminan
kolaboratif.
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Mengajukan
konsep surat
permohonan
pembukaan loket
pelayanan BPJS
Kesehatan
kepada BPJS
Kesehatan Kab.
Lombok Barat
kepada korsub

Smart ASN :
Berkoordinasi dengan
teman CPNS merupakan
upaya networking dan
menggunakan teknologi.
Keduanya merupakan
cerminan smart ASN.

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk menyampaikan
konsep surat kepada
korsub merupakan
cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan konsep
surat kepada korsub dan
dapat menjelaskan
konsep tersebut
merupakan cerminan
kompeten.

Harmonis :

Dengan meminta
persetujuan korsub
merupakan sikap
menghargai dan
mencerminkan harmonis.

Loyal :

Menjaga nama baik
pimpinan dengan
meminta persetujuan
terlebih dahulu sebelum
surat terbit merupakan
cerminan loyal.
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Memohon
persetujuan
konsep surat
permohonan
pembukaan loket
pelayanan BPJS
Kesehatan
kepada Kepala
Kantah Kab.
Lombok Barat

Manajemen ASN :
Menjunjung tinggi kode
etik ASN dengan
persetujuan berjenjang

Akuntabel :
Bertanggung jawab
untuk memohon
persetujuan konsep surat
kepada Kepala Kantah
merupakan cerminan
akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan konsep
surat kepada Kepala
Kantah dan dapat
menjelaskan konsep
tersebut merupakan
cerminan kompeten.

Loyal :

Menjaga nama baik
pimpinan dengan
meminta persetujuan
terlebih dahulu sebelum
surat terbit

Manajemen ASN :
Menjunjung tinggi kode
etik ASN dengan
persetujuan berjenjang

Tabel 8. Matriks aktualisasi
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E.

Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Berdasarkan rancangan kegiatan aktualisasi diatas, maka penulis menyusun jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sebagai

berikut :

No

Jadwal Aktualisasi Juli s/d Agustus 2022

Kegiatan

Juli

Agustus

o [1o]11]12]13]14]15]16] 17] 18] 19] 202122 23] 24[25[26]27] 28] 29[ 30] 31

1[2]3]4a]5]6]7

Analisa Kebutuhan Kegiatan
Analisis kegiatan layanan pertanahan yang
mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan

Mendownload dan mempelajari instruksi presiden
tentang optimalisasi BPJS Keschatan

Mempelajari model postingan media sosial Kantor
Pertanahan Kab. Lombok Barat

|

Mendesign konsep postingan foto instagram

Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram dan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loket Pel

Mengajukan konsep postingan foto instagram
kepada admin media sosial Kantah

ayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesechatan Kab. Lombok Barat

Membuat konsep surat permohonan pembukaan
loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS
Kesehatan Kab. Lombok Barat

n

Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram

Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan
kepesertaan BPJS Keschatan dalam pelayanan
pendaftaran pertanahan

Membuat konsep video reels instagram

Mengajukan konsep video reels instagram kepada
admin media sosial Kantah

i

Mengupload postingan instagram berupa foto dan
video reels

Mengupload Postingan Foto serta Video Reels Instagram dan Mengajukan Konsep Surat Permohonan

Pembukaan Loket Pelayanan BPJS Kesehatan kepada

Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov.
Nusa Tenggara Barat untuk merepost postingan
instagram Kantah Lombok Barat mengenai
sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan
demi kelancaran pelayanan pertanahan

S Kesehatan

Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan
loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS
Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korsub

Memohon persetujuan konsep surat permohonan
pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan
kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat

Tabel 9. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi
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F.  Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai BerAKHLAK

Berdasarkan rancangan kegiatan aktualisasi diatas, maka penulis menyusun rekapitulasi rencana habituasi nilai BerAKHLAK

seluruh kegiatan sebagai berikut :

Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai BerAKHLAK

Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai
No- Kegiatan/Tahapan Kegiatan Berorientasi Akuntabel | Kompeten Harmonis Loyal | Adaptif Kolaboratif Jumlah
Pelayanan
1 |Analisa Kebutuhan Kegiatan
- Analisis kegiatan layanan pertanahan yang 1 1 1 1 4
mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan
- Mendownload dan mempelajari instruksi presiden 1 1 1 1 4
tentang optimalisasi BPJS Keschatan
- Mempelajari model postingan media sosial Kantor 1 1 1 1 4
Pertanahan Kab. Lombok Barat
Membuat Konsep Design Postingan Foto
5 Instagram dan Konsep Surat Permohonan
Pembukaan Loket Pelayanan BPJS Kesehatan
Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat
- Mendesign konsep postingan foto instagram 1 1 1 1 1 5
- Mengajukan konsep postingan foto instagram kepada
h . . 1 1 1 1 1 5
admin media sosial Kantah
- Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket
pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan 1 1 1 1 4
Kab. Lombok Barat
3 Membuat Konsep Postingan Video Reels
Instagram
- Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan
kepesertaan BPJS Keschatan dalam pelayanan 1 1 1 1 4
pendaftaran pertanahan
- Membuat konsep video reels instagram 1 1 1 1 1 5
- Mengajukan konsep video reels instagram kepada 1 1 1 1 1 5
admin media sosial Kantah
Mengupload Postingan Foto serta Video Reels
Instagram dan Mengajukan Konsep Surat
4 |[Permohonan Pembukaan Loket Pelayanan BPJS
Kesehatan kepada BPJS Keschatan Kab.
Lombok Barat
- Mengupload postingan instagram berupa foto dan 1 1 1 1 1 5

video reels

Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa
Tenggara Barat untuk merepost postingan instagram
Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat 1 1 1 3
kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran
pelayanan pertanahan

Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan
loket pelayanan BPJS Keschatan kepada BPJS 1 1 1 1 4
Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korsub

Memohon persetujuan konsep surat permohonan

pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada 1 1 1 3
Kepala Kantah Kab. Lombok Barat
Jumlah 1 12 13 6 9 10 4 55

Tabel 10. Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai BerAKHLAK
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BAB III
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
merupakan instansi pertanahan pada tingkat daerah
kabupaten/kota berupaya memberikan pelayanan publik di
bidang pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta
mengimplementasikan budaya organisasi yang Melayani,
Profesional dan Terpercaya. Upaya tersebut tentunya tidak bisa

dilepaskan dari kerja keras dan pengabdian dari seluruh

pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, baik

"-_ "o . - para ASN, PPNPN maupun tenaga pendukung lainnya. Selain

e & K

telah melekat pada seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Sehingga cukup

itu, budaya kerja yang dinamis dan senantiasa mengutamakan

kepentingan masyarakat telah menjadi sikap keseharian yang

tepat apabila seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menyebut dirinya
sebagai role model atau panutan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam lingkungan kerja
yang kondusif.

Salah satu role model yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam
melaksanakan tugas sehari-hari adalah Ibu Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn., sebagai senior
penulis atau secara struktural sebagai Kordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan
Ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan beliau sebagai role model
dilatar belakangi oleh sikapnya yang penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang telah
menjadi tanggungjawabnya. Beliau juga memberikan pengetahuan baik secara teori maupun
praktik selama kami berproses dan beradaptasi di lingkungan kerja. Hal ini menjadikan inspirasi
bagi penulis untuk selalu mengembangkan kompetensi terkait dengan tugas dan fungsi penulis
sebagai Analis Hukum Pertanahan. Beliau contoh PNS yang menerapkan perilaku bela negara dan

nilai dasar Ber-AKHLAK dalam bekerja.
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Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan
petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari
suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Ibu Liza Famaldiana,
S.H., M.Kn. selalu menerapkan perilaku bela negara yaitu sikap dan tindakan yang sesuai
peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku, berperilaku jujur dan amanah.

1.  Berorientasi Pelayanan

Beliau adalah sosok yang solutif. Sesuai dengan kode etik Berorientasi Pelayanan salah
satunya adalah “Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan”. Ibu Liza Mayanti Famaldiana,
S.H., M.Kn. selalu memberikan solusi untuk kemajuan kantor.
2. Akuntabel

Dalam menjalankan tugasnya Ibu Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn. selalu
Bertanggung jawab. Beliau selalu mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang diberikan.
3. Kompeten

Beliau memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Keilmuannya sudah tidak diragukan lagi.
4.  Harmonis

Bukan hanya di dalam bidang pekerjaan saja, namun beliau adalah seorang yang menjunjung
tinggi toleransi. Adapun jika bawahannya meminta izin untuk keperluan ibadah maupun keluarga,
beliau selalu memberikan ruang.
5. Loyal

Nilai loyal beliau ditunjukkan dalam bentuk dedikasi terhadap pekerjaan. Beliau selalu
totalitas dalam bekerja. Walaupun harus dengan bekerja lembur dan pada hari libur.
6.  Adaptif

Nilai adaptif beliau ditunjukkan dengan sikap antusias terhadap perubahan yang dibawa oleh
CPNS. Dengan adanya ide ide baru, beliau sangat mendukung.
7. Kolaboratif

Dalam menyelesaikan tugas, salah satu andalan beliau adalah komunikasi dan bekerja sama.

B.  Realisasi Aktualisasi

1. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh
penulis untuk menyelesaikan isu yang ada. Kegiatan utama Sosialisasi Persyaratan Kepesertaan

BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Melalui Media Sosial
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ini terdiri dari 4 kegiatan. Evidence pekerjaan kegiatan yang telah dilakukan perminggu juga

penulis lampirkan dalam bentuk laporan kegiatan mingguan yang telah diupload di web kolabjar

atau  dapat pula  diakses pada link  https://drive.google.com/drive/folders/1F-
QO1kOFCnacOtkCL4jbdT-TJQ-kQJoK?usp=sharing . Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai berikut:

1.1  Analisa Kebutuhan Kegiatan.
Analisa kebutuhan kegiatan terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan yang penulis kerjakan pada
tanggal 11 — 13 Juli 2022, yaitu :
1 Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS

Kesehatan.

Gambar 7. Penulis berdiskusi dengan Koordinator
Pada tahapan pertama penulis berdiskusi bersama Kordinator Kelompok Substansi
Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
mengenai layanan pertanahan apa saja yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS
Kesehatan. Output yang didapat adalah berupa saran dari Korsub agar penulis
mempelajari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/11/2022
tanggal 25 Februari 2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.
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Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS
Kesehatan dan Surat Edaran Dirjen PHP tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

Tahapan kedua setelah berdiskusi yaitu penulis mendownload serta mempelajari
kedua peraturan yang mengatur mengenai pelayanan pertanahan yang
mempersyaratkan BPJS Kesehatan (terlampir). Dari kedua peraturan tersebut, penulis
mendapat informasi bahwa pelayanan pertanahan yang mempersyaratkan BPJS
Kesehatan adalah jual beli. Untuk output tahapan kegiatan ini, penulis melampirkan
inpres Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dapat diakses pada link
https://drive.google.com/file/d/1001yddI7X1NvIY -nrl-
y9b0tfu67160F/view?usp=sharing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak
dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/11/2022 yang dapat diakses pada link
https://drive.google.com/file/d/19MvOtLIfyCaN8vndz81gd56Ux39BuEEf/view?usp

=sharing . Kemudia merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 11 poin 17,
berbunyi :

“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk
memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan
Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.”

Serta pada Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Nomor 5/SE-400.HK.02/11/2022 poin 5 huruf a, berbunyi :

“Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional

berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli.”

Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat.
Tahapan mempelajari model postingan media sosial Kantah Kab. Lombok Barat juga
penulis lakukan untuk menentukan konsep design foto maupun video sosialisasi yang
akan penulis buat. Link media sosial Instagram Kantah Lombok Barat yaitu

https://www.instagram.com/kantahkablombokbarat/
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Gambar 8. Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
1.2 Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram dan Konsep Surat Permohonan
Pembukaan Loket Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat.
Kegiatan kedua terbagi menjadi 3 tahapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 — 19 Juli 2022,
yaitu :
1. Mendesign konsep postingan foto Instagram
Penulis mulai mendesign konsep foto yang akan diposting melalui Instagram Kantah
Kab. Lombok Barat. Design konsep postingan telah penulis sesuaikan dengan postingan

Instagram Kantah Kab. Lombok Barat sebelumnya agar terlihat senada.

N

. / »

v

Gambar 9. Design konsep postingan sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan
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2. Mengajukan konsep postingan foto instagram kepada admin media sosial Kantah.
Design postingan foto yang telah penulis buat untuk diposting melalui Instagram
Kantah Kab. Lombok Barat penulis ajukan persetujuannya kepada admin media sosial
yang bertanggung jawab atas postingan Instagram Kantah Kab. Lombok Barat sebelum
akhirnya terbit.

Gambar 10. Penulis menyampaikan design konsep foto
3. Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat
Selain sosialisasi melalui media sosial, penulis juga mengajukan gagasan pemecah isu
yaitu surat permohonan pembukaan loket pelayanan yang ditujukan kepada BPJS
Kesehatan Kab. Lombok Barat. Penulis membuat konsep surat tersebut dengan

berdasarkan data yang penulis kumpulkan saat masa aktualisasi.

Gambar 11. Konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan
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1.3 Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram

Kegiatan membuat konsep postingan video reels Instagram terbagi kedalam 3 tahapan dan

berlangsung dari tanggal 20 — 29 Juli 2022. Tahap kegiatan membuat konsep postingan video

reels Instagram yaitu sebagai berikut :

1.

Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan
dalam pelayanan pendaftaran pertanahan

Pada tahap kegiatan ini, penulis mencari inspirasi berupa foto serta video yang
mempunyai kaitan serta relevan dengan konsep video reels yang akan penulis buat
untuk sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan untuk permohonan pelayanan

pendaftaran tanah melalui jual beli.

Gambar 12. Akun media sosial Kantah Jakarta Selatan
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2. Membuat konsep video reels Instagram

Gambar 13. Proses editing video reels
Kemudian pada tahap kegiatan kedua, penulis memulai membuat konsep video reels
mengenai sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan untuk permohonan pelayanan
pendaftaran tanah melalui jual beli serta mengeditnya. Konsep video reels dibuat
sesederhana dan mengikuti trend terkini karena menurut penulis, target sosialisasi
penulis adalah masyarakat luas dengan berbagai macam background.
3. Mengajukan konsep video reels instagram kepada admin media sosial Kantah

Penulis kembali mengajukan konsep video reels kepada admin media sosial Kantah
untuk mendapatkan persetujuan agar dapat diposting melalui Instagram Kantah Kab.

Lombok Barat.

1.4 Mengupload Postingan Foto serta Video Reels Instagram dan Mengajukan Konsep Surat
Permohonan Pembukaan Loket Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab.
Lombok Barat
Pada kegiatan terakhir, penulis mempublish postingan foto serta video reels melalui media
sosial Instagram. Link postingan dapat diakses melalui jhasxhjafsuxyajhfxuyafux. Seluruh
postingan Instagram baik berupa foto maupun video penulis koordinasikan dengan teman —
teman CPNS 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk direpost agar jangkauan Sosialisasi
BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah dapat lebih
luas. Penulis juga mengajukan konsep Surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS
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Kesehatan di Kantah Kab. Lombok Barat kepada Korsub agar dapat penulis ajukan kepada

Kepala Kantah. Dalam kegiatan ini tahapannya adalah sebagai berikut dan dilaksanakan

pada tanggal :

1.

Mengupload postingan instagram berupa foto dan video reels

Pada tahapan kegiatan ini, penulis mengupload postingan baik foto maupun video
reels melalui media sosial Instagram Kantah Kab. Lombok Barat. Evidence dari
tahapan kegiatan ini dapat diakses melalui link di bawah ini.

Foto : https://www.instagram.com/p/CgteVzwPwkY/

Video reels : https://www.instagram.com/p/CewDABKjxSB/

Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk merepost
postingan instagram Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan
BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan.

Seluruh postingan Instagram baik berupa foto maupun video penulis koordinasikan
dengan teman — teman CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa
Tenggara Barat untuk direpost agar jangkauan Sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai
syarat dalam pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah dapat lebih luas. Evidence
tahapan kegiatan berupa repost melalui story Instagram teman — teman CPNS
Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat terlampir pada
Laporan Aktualisasi ini halaman 68 — 69.

Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan
kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korsub.

Pada tahap kegiatan ini, penulis mengajukan persetujuan konsep surat permohonan
pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada korsub sekaligus selaku mentor
penulis untuk kemudian langsung diajukan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok
Barat. Penulis tidak mengajukan persetujuan konsep surat kepada Kepala Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dikarenakan posisi tersebut kosong dan
sebagai Pelaksana Tugas yang ditunjuk adalah Korsub.

Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS
Kesehatan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat

Untuk tahapan kegiatan yang terakhir adalah memohon persetujuan Kepala Kantah

Kab. Lombok Barat mengenai konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan
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2.

BPJS Kesehatan agar dapat penulis tindak lanjut. Sebagai evidence tahapan kegiatan
ini, penulis lampirkan konsep surat yang telah mendapat persetujuan Kepala Kantah

Kab. Lombok Barat pada Laporan Aktualisasi ini.

Aktualisasi Agenda — Agenda 11
Penerapan Nilai-Nilai Agenda II pada kegiatan Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS

Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial sesuai

target yang telah direncanakan. Terkait dengan Nilai Nilai Agenda II dalam aktualisasi kegiatan,

penerapan nilai BerAKHLAK sebagai berikut :

1.

Analisa Kebutuhan Kegiatan
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil petunjuk dan materi sosialisasi
BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah melalui media
sosial instagram maka Penulis mempunyai ide dan gambaran sosialisasi untuk meningkatkan
pelayanan pertanahan sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh
kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup
regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin
sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar
Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai profesional dimana Penulis mendownload
Inpres terkait optimalisasi BPJS Kesehatan kemudian mempelajari dan melakukan analisa
kegiatan serta mempelajari model postingan media sosial Kantah. Penerapan nilai terpercaya
dimana Penulis patuh dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan dengan mengangkat isu ini.
Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :
- Berorientasi Pelayanan :
Berusaha memberi pelayanan pertanahan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan
mengangkat isu peningkatan layanan pertanahan melalui persyaratan kepesertaan BPJS

Kesehatan merupakan cerminan berorientasi pelayanan.
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Akuntabel :

Cermat dalam menganalisis kegiatan layanan pertanahan merupakan cerminan akuntabel.
Kompeten :

Berusaha mempelajari kegiatan layanan pertanahan apa saja yang membutuhkan BPJS
Kesehatan sebagai persyaratan merupakan cerminan kompeten.

Harmonis :

Dalam proses analisa terdapat motif membantu masyarakat agar lebih lancar dalam
permohonan pelayanan pendaftaran tanah.

Loyal :

Latar belakang pelaksanaan tahapan kegiatan analisa ini adalah bentuk kontribusi penulis
dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan dan
merupakan cerminan loyal.

Adaptif :

Dalam proses analisa terdapat sikap proaktif dalam membantu masyarakat agar lebih
lancar dalam permohonan pelayanan pendaftaran tanah.

Kolaboratif :

Dalam proses analisa melakukan diskusi yang merupakan bentuk kerja sama dalam
memahami permasalahan.

Smart ASN :

Melakukan analisis terlebih dahulu merupakan cerminan smart ASN yang berintegritas.

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan sesuai dengan peraturan dan kode etik yang ada.

Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Berorientasi Pelayanan :

Dalam mempelajari peraturan terdapat motif perbaikan tiada henti demi kelancaran
permohonan pelayanan pendaftaran hak atas tanah.

Akuntabel :

Mempelajari instruksi presiden dengan cermat merupakan cerminan akuntabel.
Kompeten :

Belajar dan berusaha mempelajari Inpres BPJS Kesehatan merupakan cerminan kompeten.
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Harmonis :

Dalam mempelajari peraturan terdapat motif membantu masyarakat agar permohonan
pelayanan pendaftaran hak atas tanah berjalan lancar.

Loyal :

Berusaha untuk berkontribusi dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi
BPJS Kesehatan merupakan cerminan loyal.

Adaptif :

Menyesuaikan dengan era digital dan memanfaatkan untuk mendapatkan peraturan terkait
merupakan cerminan adaptif.

Kolaboratif :

Dalam mempelajari peraturan, penulis melakukan diskusi yang merupakan bentuk kerja
sama dalam memahami peraturan.

Smart ASN :

Sebagai smart ASN diharuskan adaptif terhadap perubahan digital dimana cukup dengan

mendownload sudah dapat mengakses peraturan yang berlaku.

Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Mempelajari model postingan media sosial untuk menjadi role model design merupakan
tanggungjawab penulis dan merupakan cerminan akuntabel.

Kompeten :

Berusaha mempelajari model postingan media sosial yang design sebelumnya telah
diterapkan oleh admin media sosial Kantah merupakan cerminan kompeten.

Harmonis :

Sikap menghargai karena penulis menjadikan design postingan media sosial sebelumnya
sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.

Adaptif :

Menyesuaikan dengan era digital dan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan
informasi merupakan cerminan adaptif.

Smart ASN :
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Merupakan cerminan smart ASN dimana mengonsumsi media sosial untuk mendapatkan

kebutuhan design untuk menunjang kegiatan aktualisasi.

Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram dan Konsep Surat Permohonan
Pembukaan Loket Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil konsep postingan foto instagram
dan surat permohonan merupakan bentuk kontribusi penuangan ide Penulis untuk
meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh
kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup
regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin
sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar
Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai melayani melalui pembuatan konsep design
foto instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS
Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai profesional dimana Penulis
senantiasa berusaha belajar untuk membuat konsep design foto instagram dan surat
permohonan.
Mendesign konsep postingan foto /nstagram
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :
- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk membuat konsep postingan foto instagram merupakan cerminan
akuntabel.
- Kompeten :
Penulis berusaha belajar untuk mendesign postingan media sosial merupakan cerminan
kompeten.
- Harmonis :
Dalam mendesign konsep postingan foto instagram dan menjadikan design postingan

media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.
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Loyal :

Mendesign konsep postingan sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik
ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.

Adaptif :

Penulis menggunakan teknologi dalam mendesign konsep postingan.

Smart ASN :

Penggunaan teknologi dalam mendesign konsep postingan merupakan cerminan smart

ASN.

Mengajukan konsep postingan foto instagram kepada admin media sosial Kantah

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Bertanggung jawab untuk menyampaikan design konsep postingan foto instagram kepada
admin media sosial Kantah merupakan cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan design konsep postingan dan dapat menjelaskan konsep tersebut
merupakan cerminan kompeten.

Harmonis :

Dengan meminta persetujuan kepada admin media sosial Kantah mencerminkan sikap
menghargai dan merupakan nilai harmonis.

Adaptif :

Penulis menggunakan teknologi saat mengajukan konsep postingan foto instagram
merupakan cerminan adaptif.

Kolaboratif :

Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah (diskusi dan mendapat saran serta
masukan) merupakan cerminan kolaboratif.

Smart ASN :

Dengan mengajukan konsep kepada admin media sosial terjalin interaksi dan sebagai

smart ASN diharuskan membangun networking.
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Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada
BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :
- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk membuat konsep surat permohonan pembukaan loket layanan
BPJS Kesehatan.
- Kompeten :
Berusaha belajar untuk membuat konsep surat permohonan pembukaan loket layanan
BPJS Kesehatan.
- Loyal:
Membuat konsep surat sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN,
pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.
- Adaptif:
Penulis menggunakan teknologi dalam membuat konsep surat merupakan cerminan
adaptif.
- Smart ASN :

Penggunaan teknologi dalam membuat konsep surat merupakan cerminan smart ASN.

Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil konsep postingan reels
instagram merupakan bentuk kontribusi penuangan ide Penulis untuk meningkatkan pelayanan
pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh
kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup
regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin
sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar
Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai melayani melalui pembuatan konsep video

reels instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS

59



Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai profesional dimana Penulis

senantiasa berusaha belajar untuk membuat konsep video reels Instagram.

Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam

pelayanan pendaftaran pertanahan

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan pembuatan video reels instagram berupa
foto dan video merupakan cerminan akuntabel.

Kompeten :

Berusaha belajar untuk pengambilan foto dan video yang baik merupakan cerminan
kompeten.

Loyal :

Mengambil foto serta video yang sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik
ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.

Adaptif :

Penggunaan teknologi dalam mengambil foto serta video merupakan cerminan adaptif.
Smart ASN :

Penggunaan teknologi dalam pengumpulan foto dan video merupakan cerminan smart

ASN.

Membuat konsep video reels Instagram

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Bertanggung jawab untuk membuat video reels instagram merupakan cerminan akuntabel.
Kompeten :

Berusaha mempelajari teknik pembuatan video reels instagram merupakan cerminan
kompeten.

Harmonis :

Dalam membuat konsep postingan reels instagram dan menjadikan design postingan

media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.
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Loyal :

Membuat konsep reels instagram sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik
ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.

Adaptif :

Penulis menggunakan teknologi dalam pembuatan video reels Instagram.

Smart ASN :

Penggunaan teknologi dalam membuat konsep reels merupakan cerminan smart ASN.

Mengajukan konsep video reels instagram kepada admin media sosial Kantah

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep reels instagram kepada admin media
sosial Kantah merupakan cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan design konsep reels dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan
cerminan kompeten.

Harmonis :

Dengan meminta persetujuan kepada admin media sosial Kantah merupakan sikap
menghargai dan cerminan harmonis.

Adaptif :

Penulis menggunakan teknologi saat mengajukan konsep video reels instagram
merupakan cerminan adaptif.

Kolaboratif :

Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah (diskusi dan mendapat saran serta
masukan) merupakan cerminan kolaboratif.

Smart ASN :

Dengan mengajukan konsep kepada admin media sosial terjalin interaksi dan sebagai

smart ASN diharuskan membangun networking.
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Mengupload Postingan Foto serta Video Reels Instagram dan Mengajukan Konsep Surat
Permohonan Pembukaan Loket Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab.
Lombok Barat
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil sosialisasi BPJS Kesehatan
sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah melalui media sosial instagram
dan Surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan di Kantah Kab. Lombok
Barat merupakan bentuk kontribusi Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar
sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :
"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh
kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup
regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin
sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :
"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar
Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai melayani melalui terpublishnya foto serta
video reels instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan
BPJS Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai terpercaya dimana
Penulis memegang teguh kode etik ASN melalui persetujuan berjenjang dari korsub hingga
Kepala Kantah untuk surat permohonan pembukaan loket layanan
Mengupload postingan instagram berupa foto dan video reels
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :
- Akuntabel :

Bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kesempatan saat mengupload postingan

foto dan video reels ke instagram Kantah merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :

Mampu untuk menggunakan instagram merupakan cerminan kompeten.
- Loyal:

Mengupload postingan sebagai upaya sosialisasi untuk berkontribusi dalam menjalankan

Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan merupakan cerminan loyal.
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Adaptif :

Penulis menggunakan teknologi saat mengupload postingan ke media sosial Kantah
merupakan cerminan adaptif.

Kolaboratif :

Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah untuk memposting foto serta video reels
instagram mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran
pelayanan pertanahan di Kantah Kab. Lombok Barat.

Smart ASN :

Dengan mengupload postingan sosialisasi tersebut terdapat unsur patuh kepada Presiden
untuk optimalisasi BPJS Kesehatan demi kepentingan nasional merupakan sikap
nasionalisme serta pengunaan teknologi saat mengupload postingan. Keduanya

merupakan cerminan smart ASN.

Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk merepost

postingan instagram Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS

Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 3 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Kompeten :

Saat berkoordinasi dengan teman CPNS untuk merepost postingan instagram Kantah
Lombok Barat kemudian dapat menjelaskan mengenai postingan tersebut merupakan
cerminan kompeten.

Adaptif :

Saat berkoordinasi dengan teman CPNS yang sedang berada di penempatan Kantah
masing - masing, penulis menggunakan teknologi. Hal tersebut merupakan cerminan
adaptif.

Kolaboratif :

Bekerjasama dengan teman CPNS untuk merepost postingan instagram Kantah mengenai
sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan di

Kantah Kab. Lombok Barat merupakan cerminan kolaboratif.
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Smart ASN :
Berkoordinasi dengan teman CPNS merupakan upaya networking dan menggunakan

teknologi. Keduanya merupakan cerminan smart ASN.

Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada

BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korsub

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep surat kepada korsub merupakan
cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan konsep surat kepada korsub dan dapat menjelaskan konsep tersebut
merupakan cerminan kompeten.

Harmonis :

Dengan meminta persetujuan korsub merupakan sikap menghargai dan mencerminkan
harmonis.

Loyal :

Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum surat
terbit merupakan cerminan loyal.

Manajemen ASN :

Menjunjung tinggi kode etik ASN dengan persetujuan berjenjang.

Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan

kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 3 nilai Berakhlak dan 1 nilai smart ASN sebagai berikut :

Akuntabel :

Bertanggung jawab untuk memohon persetujuan konsep surat kepada Kepala Kantah
merupakan cerminan akuntabel.

Kompeten :

Saat mengajukan konsep surat kepada Kepala Kantah dan dapat menjelaskan konsep

tersebut merupakan cerminan kompeten.
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- Loyal:
Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum surat
terbit.

- Manajemen ASN :
Menjunjung tinggi kode etik ASN dengan persetujuan berjenjang.

Realisasi penerapan Nilai-Nilai Agenda II pada kegiatan aktualisasi sesuai dengan target yang
telah direncanakan. Pada rencana kegiatan aktualisasi target realisasi penerapan Nilai-Nilai
Agenda II adalah sebanyak nilai 55 dan setelah selesainya kegiatan aktualisasi penerapan Nilai-

Nilai Agenda II sesuai dengan target yang telah direncanakan.

4.  Manfaat Aktualisasi

Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi Optimalisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan
BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ini terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan
baik oleh Penulis, internal dan juga eksternal instansi, berikut ini manfaatnya:

- Bagi Penulis;

Manfaat yang Penulis dapat ambil dari kegiatan aktualisasi Optimalisasi Sosialisasi
persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah
melalui media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yaitu penulis dapat
menerepakan core value ASN BerAKHLAK baik pada saat masa habituasi, aktualisasi dan masa
pelatihan, sehingga dalam kesehariannya penulis menjadi terbiasa untuk menerapkan core value
BerAKHLAK tersebut. Disamping itu penulis juga mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan
aktualisasi khususnya ilmu dibidang Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah. Kemudian
kegiatan aktualisasi ini membuat penulis dapat mengetahui kebutuhan instansi dan memberikan
kesempatan bagi penulis untuk memberi kontribusi bagi satuan kerja penulis.

- Bagi internal Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Dengan adanya kegiatan aktualisasi Optimalisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS
Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dapat
meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses permohonan pelayanan pendaftaran

hak atas tanah. Lebih lanjut, hal tersebut diatas juga dapat meningkatkan penilaian dari masyarakat
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bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara selalu berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik serta mengurangi tunggakan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- Bagi external Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Dengan adanya kegiatan aktualisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan
dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ini, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang

persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

C.  Faktor Pendukung dan Penghambat
Terdapat beberapa pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah
melalui media sosial, yaitu sebagai berikut :
1. Pendukung Realisasi Aktualisasi
- Adanya Coach dan Mentor yang terbuka untuk membimbing penulis melaksanakan
aktualisasi ini merupakan salah satu faktor penting yang bisa mendukung terlaksananya
aktualisasi ini. Bimbingan rancangan hingga penyusunan laporan dari Coach dan Mentor
sangat membantu penulis.
- Atasan dan rekan kerja yang senantiasa mendukung dan terbuka dalam melakukan diskusi
dan koordinasi sehingga pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat berjalan baik.
- Tersedianya sarana dan prasarana berupa Printer dan WiFi sangat membantu penulis
dalam pelaksanaan aktualisasi ini.
2.  Penghambat Realisasi Aktualisasi
- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mempunyai volume permohonan
pendaftaran tanah yang cukup banyak, hal tersebut cukup membuat konsentrasi penulis
terbagi. Adapun solusinya penulis berusaha untuk membagi waktu dan juga meminta izin
agar dapat menyelesaikan pelaksanaan aktualisasi tanpa harus meninggalkan target
pekerjaan yang harus yang harus diselesaikan.
- Skill design editing foto dan video yang dimiliki oleh penulis belum memadai sehingga
diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya.
- Kegiatan PKTBT yang bersamaan dengan kegiatan utama di minggu ke 3 dan minggu ke

4 aktualisasi sehingga penulis harus menyesuaikan waktu pelaksanaan aktualisasi.
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D. Tindak Lanjut

Rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi kegiatan Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan

Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial sebagai berikut :

Kegiatan

Tahapan

Nilai - Nilai Dasar PNS yang diaktualisasikan

Teknik Aktualisasi

Mendistribusikan surat
permohonan pembukaan

loket pelayanan BPJS
Kesechatan

Memintakan nomor
surat kepada bagian
tata usaha

Akuntabel :
bertanggung jawab untuk meminta serta
membubuhkan nomor dan tanggal surat

Kompeten :
memahami administrasi surat keluar

Harmonis :
dapat menjalin keakraban dengan pegawai
bagian tata usaha

Kolaboratif :
bekerja sama dengan pegawai bagian tata usaha
untuk mendapatkan nomor dan tanggal surat

Tetap menjaga integritas dan
menerapkan nilai
BerAKHILAK dalam
kehidupan sehari-hari.
Memintakan nomor dan
tanggal surat kepada bagian
Tata usaha.

Mendistribusikan
surat permohonan
kepada BPJS
Kesechatan

Akuntabel :
bertanggung jawab untuk mendistribusikan
surat kepada BPJS Kesechatan

Kompeten :
dapat menjelaskan maksud dan tujuan surat
permohonan kepada BPJS Keschatan

Harmonis :
dapat menjalin keakraban dengan pegawai
BPJS Keschatan

Kolaboratif :

bekerja sama dengan pegawai BPJS Kesechatan
untuk menyampaikan kepada pimpinan BPJS
Keschatan Kab. Lombok Barat

Tetap menjaga integritas dan
menerapkan nilai
BerAKHILAK dalam
kehidupan sehari-hari.
Mendistribusikan surat
permohonan kepada BPJS
Kesehatan.

Mensosialis
persyaratan BPJS

Kesehatan kepada PPAT

sikan kembali

Meminta persetujuan
kepada korsub untuk
menyampaikan
sosialisasi
persyaratan BPJS
Keschatan melalui
WAG PPAT Kab.
Lombok Barat

Akuntabel :
bertanggung jawab untuk meminta persetujuan
kepada korsub

Kompeten :

dapat menjelaskan maksud dan tujuan
sosialisasi persyaratan BPJS Keschatan melalui
WAG PPAT Kab. Lombok Barat kepada
korsub

Harmonis :

Dengan meminta persetujuan korsub
merupakan sikap menghargai dan
mencerminkan harmonis.

Loyal :
Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta
persetujuan terlebih dahulu.

Tetap menjaga integritas dan
menerapkan nilai
BerAKHLAK dalam
kehidupan sehari-hari.
Meminta persetujuan kepada
korsub untuk menyampaikan
sosialisasi persyaratan BPJS
Keschatan melalui WAG
PPAT Kab. Lombok Barat

Menyusun redaksi
terkait sosialisasi
persyaratan BPJS
Keschatan yang akan
disampaikan melalui
WAG PPAT Kab.
Lombok Barat

Akuntabel :
bertanggung jawab untuk menyusun redaksi
yang akan disampaikan melalui WAG

Kompeten :

belajar untuk mengkomunikasikan (sosialisasi)
kepada PPAT mengenai persyaratan BPJS
Kesehatan

Tetap menjaga integritas dan
menerapkan nilai
BerAKHLAK dalam
kehidupan sehari-hari.
Menyusun redaksi terkait
sosialisasi persyaratan BPJS
Kesehatan yang akan
disampaikan melalui WAG
PPAT Kab. Lombok Barat

Tabel 11. Tindak Lanjut Kegiatan Aktualisasi
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BAB IV
PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dalam kegiatan aktualisasi ini, yang dilakukan pada tahapan pertama adalah merumuskan
dan mengidentifikasi beberapa isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
Kemudian terhadap isu-isu tersebut dipilih salah satu isu sebagai isu yang utama. Adapun teknik
pemilihan isu yang penulis gunakan adalah menggunakan Teknik USG yang menghasilkan isu
terpilih “Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS
Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan” selanjutnya dari isu terpilih tersebut, dilakukan analisis
dan pencarian terhadap gagasan pemecah isu yang mampu menyelesaikan secara efektif dan
efisien dari isu yang terpilih. Dimana dalam kegiatan aktualisasi ini, penulis menawarkan 4
(empat) gagasan pemecah isu. Dari beberapa gagasan pemecah isu tersebut dipilih salah satu yang
kemudian akan menjadi judul dari kegiatan aktualisasi ini. Untuk memilih gagasan isu terpilih,
penulis menggunakan analisis Teknik Fishbone. Maka setelah melalui proses penggalian melalui
analisis Fishbone tersebut, diperoleh gagasan pemecah isu terpilih yakni, “sosialisasi persyaratan
kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui
media sosial”. yang mana tahapan yang harus dilewati untuk menyelesaikan isu terpilih diuraikan
dalam 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) tahapan kegiatan.

Dalam melaksanakan masing-masing kegiatan dan tahapan kegiatan tersebut, penulis
berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif) serta
mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Manajemen ASN dan Smart ASN.
Selain itu, masing-masing kegiatan dan tahapan kegiatan tersebut merupakan serangkaian upaya
dalam berkontribusi terhadap pencapaian visi misi Kementerian ATR/BPN dan penguatan nila-
nilai organisasi yang melayani, profesional dan terpercaya. Dalam proses pelaksanaan aktualisasi,
meskipun bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan rutin, secara umum seluruh kegiatan
maupun seluruh tahapan kegiatan dapat penulis laksanakan secara lancar dan tanpa ada kendala
yang berarti. Hal ini karena adanya dukungan dari mentor dan rekan-rekan kerja yang kooperatif

serta kondisi lingkunga kerja yang kondusif. Dari segi manfaat, kegiatan aktualisasi ini turut serta
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mendukung peningkatan pelayanan pertanahan khususnya dalam pelayanan Pendaftaran

Pertanahan.

B. Rekomendasi
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS

Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial, setelah

melaksanakan kegiatan aktualisasi ini terdapat beberapa sikap dan tindakan yang akan penulis

laksanakan, antara lain :

1. Senantiasa berpedoman dan menjunjung tinggi nilai-nilai ASN BerAKHLAK,
melaksanakan pedoman sesuai dengan Manajemen ASN dan Smart ASN serta menjalankan
fungsi sebagai Analis Hukum Pertanahan serta berupaya semaksimal mungkin untuk dapat
berkontribusi terhadap penguatan visi misi Kementerian ATR/BPN serta penguatan nilai-
nilai oganisasi yang melayani, professional dan terpercaya.

2. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat khususnya para pemohon untuk
melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanah agar pelayanan dapat berjalan

lancar.
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LAMPIRAN

Evidence tahapan kegiatan berupa repost melalui story Instagram teman — teman CPNS

Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat (foto Instagram)

-
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Evidence tahapan kegiatan berupa repost melalui story Instagram teman — teman CPNS

Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat (video reels Instagram)
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e KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENETAFAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

S S Mervet | e St | X0V s Fos VBT Ten ) TRNR TSR e toweioe g &

Vi | Purs Kepola Kastuw Wileynh Badan Pertansbian Nesionesd, @l selurub
ldutrais,
J. Peru Kepule Kantee Pertanahan, di ssluruh Indonesis.

HUMAT ELAKRAN
NOMONK 3/NE-400 MC02/0 73033
TENTANG
KEPESENTAAN JAMINAN RESEMATAN NASIONAL LIKN
DALAM FERMOIONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAM
ATAL HAK MILIK ATAS SATUAN NUMAN SUSUN KARENA JUAL BEU

1. Vssam

Derdasariun Undang Uodang Nomor 40 Tubmin 2004 tomtang
Sontemn Juminen Sosial Nestans! dan Ussasg Undang Nomes 24 Tahun
2011 lentang Sadan Penyelesgearn Juminan Sosial, selunih penduduk
wajib mrrgadi peserta Jeuman Kesebatan Nasooal iermesok wargs
megara aning yang beknnia pabing sioghat O ) bulun di Indenesis.
Ketensuan inl bertguan untuk memenutl kebutshan desar kesebuten
IMANYRTARGT Yang Myal yeng ditwrikan kepada setiap aTang yeng trishn
menbapar jurnn atnu lrsnnys doyse aleh pemerioaah.

Untuk Ity daless moghs esptimalsesl pelaksanaan peogram
Juminan Kesshatun Neoonal peninghatan akses pelayamas Lesebatan
yang berkualitas, dan wnmuk menjessn  Keberlasgeungan  program
Jaminan Kesehatan Nasional, Wesiden Wpublik Indonesis  oockeial
Instruks Proseden Nomor | Tabun 2027 tentang  Optaossiiaasi
Mrlaosensen Program Juminan Kesebuatan Nasensd tanggn! 0 Jenuarn
2072 wwinh mengostrukaihan Kepuda 29 Menter! Kabinet! ndonesin
Majue, Jaloss Aguig, Kagulrl, Kepula BPPMI, Decksl BRIE Kesebatan,
Mes Outernus dan Bupatl /'Wall Xema, sevta Ketus Dewant Jasinan
Sowtad Naxtonal unruk mengumbil langhab - banghaly sesunl tagun, fangsl,
dan kewenangan masing masing  untuk  melakiubun  eptimalsesl
program Jununan Keschatam Nassnal

Balien




.

Mabwa terdesartan didtem KEDUA sngea 17 lnsiruks Presiden
Numor | Tahum 2022 jemtang Optimalinas  lahsanasn  Progrem
Jaminan Keschutan Nasunal, Mentert Agrurie dan Tuta Rusng/Nrpals
Badan Pertanatian Naswoal iporsishkan untuk memastikas pettaohion
pendafurnn peraliban Mok Atas Tanah atas ek Mk stos Batusn
Musval Yusun karens fual bel merugaban peserta akill dalam psogram
Jaminan Kesehatan Nassmal Unmiud fu, gune melaksinaken amanst
dalem loatruksl Presiden Nomor | Tabum 2029 dimakoaud, (Speriukan

petunjuk sehugal podenan dalam pelolnaansyn

Makwud dan Twuan

Mabsud dan Thuat durl Surst Edaran i adalah  sntuk
memberikun  podumen fugl pelaksass 4 dacsah  debum  raogha
memantikan pessehon pendaftaran peralitan Huk Atss Tanah stau Hak
Milk atns Setuun Rumah Susun sarvns fusl bell morupaben peseria
kel dadars prugrum Juminan Keschatan Nassonal

Ruang Lingkup

Ruung Beghup yung Satur dales Surst Bdansn ol meSipati
perayarntan dan et cars pemerikasan  permotonan  pendaflacan
porsdhan Mak Atas Tanah stas Mak Mk atus Setusn Rumab Susen
warena pasd bell dalam ranghn memassikan pemobon meTupalan peserta
aktlf dalam program Jaminan Xeschalan Nasiooal

Diesar Hukoam

a  Undang Undang Momar 5 Tabun 1960 tentang Preaturan Dasar
Podeok-Pokok Agrars (lemberan Negarn Repulitik indonesis Taliun
1960 Nomoor 104, Tamtshae Lembaran Megsm Ropablih Indcowsia
Nomwoc 2043),

U Undang Undang Nomer 40 Tahium 2004 tontamg Sotem Jaminan
Sosinl Nesionsd (Lembaran Negarn Repahlik Indonests Tabun 2004
Nomae 150, Tnbhahan Lembaran Negass Repubilh indonesia Nomor
4456(;

¢ Undang-Undang Nomoe M Tahun 2001 temtang  Bedan
Penyelengaurs  Jessman  Sowl  (Lembarse  Negars  Republik
Indonesis Tadiuay 2001 Nomee 116, Tumbubun Lembearan Negasy
Republik Indooestn Nomor 5296¢;

d Pernteran



Peraturan Pemerinauh Naomer 24 Tahun 1997 uentang Penduftaran
Tunah (Lembaran Negars Rrpublik lodunesis Tabun 1997 Namor
59, Tumbmban Lemburus Negurs Republik Indooesis Nomer 369
Peraturan Presiden Nomesr 47 Taban 2020 eentang Kemesitesian
Agrarsa dan Tata Rasng (lemberas Negun Repuldlh Indunesia
Tuhuan 2020 Nommor 1),

Porntursn Mrosiden Nomor 48 Tahus X020 sentamg  Dadan
Peranahan Nasonal (Lembaran Negars Republik indonesa Tabun
J020 Nomar M|

Istraksl Myesiden Nomor | Tabus 2000 tentang Optiowlisesd
Peinksarsan Program Juminan Kewehatar Nasonal,

Peruturan Mestert Negars Apraria/Kepuls Badas  Pertanahan
Nislunad Nomor 3 Tahun 1997 lentang Ketantuan Pefaksanaan
Perutaran Pemerintah Nomor 34 Tahsn 1997 tentang Pendafaran
Tanah sehaguumana telah beberape kall lobah dengan Perscuran
Memtort Agaria dan Tad Ruang/Kepsls Budan  Penanshan
Nosiooal Nomar 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketign Alus
Perutiran  Nenseri Negaen  Agracid/Kepals Badus  Pertanahan
Masbooad Nomwr 3 Tabiun 1997 temtang Ketentusn Pelaksanaan
Pernturan Feserintah Nemor 24 Tahun 1997 tontang Mendaftaran
Tauudy |Bertta Negarn Mepuabiltk Indonesia Tabun 2021 Nomor 9531
Perutisran Kepala ladan Wraanshen Nasooal Neosor | Tabun 2010
trzxiung Standar Playanan dun Pemgariran Pertanahan;
Persturun Menter!  Agracis dan Tt Rusog/Kepads  Sadan
Tortarmahan Nasinal Nomoe |7 Tehiun 2020 tentang Organisas dan
Tats Kerja Kanue Wilsyah Badan Pertpnahan Nastonad dan Xentor
Pertanahan (Berils NSegars Reputith ndunesie Tahun 2000 Mo
98,

Surst Direktut Jenderul Penctapan Mok dan Pendaftsran Tansh
Notar HRLOZ/ 15340011 /X122 dan Nomer HR.O02/ 164-400/11/
2002 rentary Karti Peserta VS Kesehatun sebagw syanat dalam
Formebonan Pelayansn Pendalarsn Peraklinn Hak Ates Tansd aew
Hak Mk stan Sutian Soamat Susun karena Jusl Bell

PFersyurming bepeseriaus prograes Jasumen Keschatan Nasionsd

berlubu untuk permebeman pelaysnsn pendaftarun persitian ek
Atus Tanak stau Hab Mtk stas Satuan Rumah Susan kanens jusd
el

b, Perwyarasan .




sh

Perwysrutan pesrtasn prigram Jamnan  Kessfaten Nestonsd
ditrmraud puds hurel o ddetnahan usink peneress bak atas pihak
pembes. nelipunt

1) Ovung perecorangan Wargn Negarn Indonesia,

A Orang porsecrangan Wargn Negua Asing yang wleris paling
snghkat h frmaay bulan ¢ Indooesia;

N Badan bukus, denges Ketentusn ditiegjuikdouns Kepesertnen
Jesusian Keschatass Noslemal datt perwakilen dievksl atou
PenguUIGS yang ditunjul.

Pemrriksun  status brpesertaan pogram Jemmen  Keschaton

Nasonal dilekokan selalul satean slektromik host 10 Aol snlars

Kemwnterian dengan BP2S Keschalan yang aban dlaksanshan

wecnrn bertalep.

Dalumn tase tressis semipul dengan keslupan sistemn cleittionds

hout & hoat antars Kementerisn dengan BPJS  Kesrhatan

sebagnimanas dimekssd pada buruf o, maks

1) Unteh memsstiban statas dpeseriaan pooggam  Jemsissn
Kesebutan Mashmul, pemobon mebanpickan hasil ortak
tanghapan  layar sstus bepesertsan Jaminan  Keschulan
Nassorial yang dishoses melaiul Aplikas Molsle JEX, CHIKA
(Chat Aswivtond JKN) sty cars inarye yung disedaban oleh
BRS Kesebatan |torfamgart; dan

4 CGune mesghindert sagras pelayanan pertanahan, ags
Kegatln Kansor Pertanahiut segren berboordizam dengan kanser
LS Keschatan setempat untuk menugeshan petugas dan
antor HMIS Kesehatan dalam rangha memisnru pelaksansan

pemeriliman  status  kepesortssn  pemebem dE Kanter
Pertanuhan

Apmbils herdasarkan hasd prmerihsasn sebugeamans dunaksud

peda hured © steu hurif d slaties kopesertann Jamiman Kesehatan

Masiomal peznobon Sdak aktsl atey permobun befum menjadi peserta

Jamanan Kesehman Masional maks:

1) Permohonan pelayanes pendaftarun peralien Hak Alus Tenah
wtan Mok Milk stas Sarusn Rumah Susun karena sl bell
tetap dapat Aarrums dan @gquuses pelayandnimg sestial dengmn
ketentuan persturun porundang andangsn; dan

3 Puds sast pesgumbilan hasd ywoan, pemobon menurgukiosm
status kepesertaan Jununar Kenebatan Nestnal siedad akesf
stau wiah menjadi peserta Janunen Kesehatan Nusonal.

Pelubsannan Sarat Edarae il modlel besluby peate setugen! | Mures

22
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6  Demibian Swewt Bdaras il sntik dipedomanl dan  dlakaansban

wrhageimeand mestinys

Drivtapinan o Jahares
pta targeel 13 Februave J022

an. MENTERI AGRARIA DAN TATA NUANG)

Trmbusa

Menten Agrana @an Tata Maang/ Srpade Nadan Peranatmn Nesonsd, @
Askara,

Wkt Memmrrt Agrane dam Tate B Wekil Kepale Ihedum Pertasatan
Samonel O Jebarta;

Betrrtacis Jenderal Nementerian Ageacis dan Tata Ruang/Betan
Pertanadean Nastonal, & Jubarts,

lnspektyr Jenderal Kesmenterian Agund San Tets  Wusang/Bedan
Pertmnatonn Nassontal, & Jubartn,

Parn [hrektr Jenderal & linghusgan Sementerun Agrana dun Tate
uang, Netan Pertanahnn Nasionsd o) Jakars
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIEA

INSTRUKS[ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR | TAHUN 2022
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KISSEHATAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka opumalisasi pelaksanasn program Jaminan Kesehatan
Nasion4l, peningkatan akses pelayanan kesehatan vang berkualitas, dan
untule menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional,
dengan ini woenginstruksikan:

Kepada :1. Menteri Koordinator Bidang DPembangunan
Manusia dan Kebudayaan;

" 2. Mcenten Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Ncgeri;
5. Menteri Agama;
&, Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Mcnteri Keuangan;
8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risct, dan

Tekniologi;

4. Menteri Kesehatan;
10. Mcenteri Ketenagakerjaan,
11. Mcnteri Perindust-ian;
12. Mentert Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Menteri Perhubungan;
14, Menteri Komunikasi dan Informatika;
IS, Menteri Pertanian,

16, Menrten...
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Menteri Kelautun dan Perdksnan;

Menteri Agraria dan Tata Rusng/Kepals Badan
Pertanakan Nasional,

Menteri Badan Usaha Millik Negars;

. Menteri Koperasi dan Uasha Kecil dan Menengaly

Menter! Sealal;

. Mamteri Dess, PFembangunan Oaersh Tertinggnl,

dan Transmgrasg

Menteri Perrwisata dan Ehoooms Krestil)/ Kepale
Badan Perrwisate dan Ekonomi Keeslil

Menteri  bnvestaal/Kepals Badan Koordinas
Penanaman Modal,

Jakns Agung,

Kepala Kepalistun Negarn Reputilik Indonesia;
Nepala Badan Pelindungan Pehetis  Migan
Indonesia;

Direkni Sadan Penyeienggers Jamsnan Somiad

Parn Oubermur;

- Mengumdd! lsnghah- lenghah sesusl tugss, fungsl, dan
hewenangan masagomeaing untuk | melakukan
optimakinas program Jeminan Kesebhatan Nasional,

. Khusas kepada:
1. Memten Koordinaser Didang Pembangunan Masusis

& melakukan.
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a melakukan  koordinasi,  sinkronisasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan  Instnaksi
Presiden ini, dan

b. meclaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini
kepada Presiden secara berkala setiap & (cnam)
hulan atau sewaktu-wakty apabila diperlukan.

. Menteri Keordinalor Bidang Perekonomian untutk:

a. melakukan upaya agar peserta pencrima Kredit
Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehalsn Nasional; dan

b. melakukan penyempurnaan  regulasi  terkaic
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan program Jatninan
Kesehatan Nasional,

. Menteri Dalam Negeri untulk:

a. melakukan sinkronisasi regulasi tericait norma,
slandar, prosedur, dun kriteria pelavanan publik
di daerah dalam rangka memastikan sctiap orang
terdallar menjadi Peserla aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional;

b. menyediakan akses data penduduk berbasis
Nomor Induk Kcpendudukan untuk dapat
dimanlaatkan sebagai data kepesertaan program
Jaminan Kesehatan WNasional sesuai dengan
ketenluan peraturan prrundang-undangan:

¢, mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha
dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta
aktif dalam program Jeminan Kesehatan
Nasianal;

d. mendorong...
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d. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar
Pescrta Pekerja Penerima Upal Penyclenggara.
Negara di lingkungan instunsi Pemerintah Dacrah
mendaftarkan anggota kcluarga yang lain
menjadi Peserta aktif dalam pragram Jaminan
Keschatan Nasional segmen Pekerja Penerima
Upah Penyelenggara Negura;

€. memugaskan Gubemuwr dan Bupeti/Wall Kata
untule melakukan langkah-langkah agar selap
penduduk yang berada di wilayvahnya tcrdaftar
scbagai Peserta. aklil dalam program Jaminan
Kesehalan Nasional;

f. menugaskan Gubernur dan Bupali/Wali Kota
untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data
seluruh seginen kepesertaan progratn Jaminan
Kesehalan Nasional vang berada di wilayahnva;

£ menugaskan Gubernur dan BupatifWali Kota
untuk mengidentilikasi dan mendafrarkan
scluruh pekerja tcrmasuk pegawai pemerintah
dengan slalus nan-Aparatur Sipil Negara di
wilavahnya menjadi Peserta aktf dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional;

h. memastikan Bupatd/Wali Kota mendalltarkan
Kepala Desa dun Perangkat Desa sebagai Pescrta
altifl  dalam program Jaminan Kcschatan
Nasional;

i. metnastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
uniuk mcngalokasikan anggaran dalam rvangke
optimnalisasi  pelaksanaan program Jaminan
Keschatan Nasional;

j. memastkan...
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memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran
uniuk kontribusi iuran Penerima Bantuan [uran
Jaminan Kesehatan sesuai kapasitag fiskal
daerah;

. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran

dan membayar iuran dan banluan  iuran
penduduk vang didallarkan olch Pemerintah
Daerah Pravinsi scbagai Pescrta Pekerja Buken
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3,
scrta mengalokasikan angearan dan membayar
bentuan iwran bagi Peserta Pekerja Bukan
Peneritna Upah dan Bukan Pekerja dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
memastikan Bupati/Wali Kola mcengalokasikan
anggaran dan membayar iuran dan bantuan
iuran bagi penduduk vang didallarkan olch
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kots sebagai
Peserla Pckerja Bukan Pencerima Upah dan
Bukan Dckerja dengan manfaat pelayanan i
ruang perawatan Kclas 3. serta mengalokasikan
anggaran dan membayar bantuan iuran bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan DPeckcrja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3;

menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kaota
untuk menyediakan sarana dan prasarana pada
fasilitas pelavanan kcschatan dan sumber daya di
bidang kesehalan di wilayahnya masing-masing;
dan

1. meningkatkan...
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n.meningkatkan pembinazn dsn  pongawasan
kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kata dalam
pelaksanaan program  Jaminan  Kesehatan
Nasional, termasuk datam hal penerapan sanksi
tidak mcndapatkan pelayanan publik tertentu
terkait kepatuhan dalam  program  Jaminan
Kcsehatan Nasional.

4. Menten Luar Negen untuk:

a.melakukan diseminasi  program  Jaminan
Kesehalan Nasional kepada perwakilan ncgara
asitig dan organisasi intermasional di Indonesia;

b. memastikan seluruh staf ¢i perwakilan ncgara
asing dan organisasi intermasional, kecuali siaf
diplomalik dan non diplomatik beserta anggota
keluarganya vang berasal dan ditugaskan dari
ncgara pengiri scsuai asas tinbal balik, vang
bekerja paling scdikit. & {enarm) bulan di Indonesia
menjadi Pescerta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional; dan

¢. mendorang seluruh pegawai pemerintah Warga
Ncgara indonesia dengan status non-Aparatur
Sipil Negara di Perwakilan Republik Indonesia
menjacdi Peserta akil dalam program Jaminan
Keschatan Nasional.

3. Menteri Agama untuk:

a. mengambil lungkah-langkah agar pelaku usaha
dan pekerja pada penyelenggara perjalanan
ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji
khusus menjadi Peserta aktif dalam prograan
Jaminan Kesehatan Nasional;

b. mensyaratkan. ..
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b, mensyaratkan calon jamaah umrah dan jmnaah
baji khusus merupakan Peserla akli{ dalam
program.Jaminan Kesehatan Nasinonal; dan

c. memastiken peserta didik, pendidik, dan enaga
kependidikan pada satuan pendidikan haik
formal mauvpun nonformal di  lingkungan
Kementerian Agama merupakan Peserta akdl
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,

6. Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia untuk:

a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan
agar pemohon pelsyanan administrasi hukum
urmum, pelayanan kekayaan inwelektual, dan
pclayanan kcimigrasian merupakan Peserta aktif
dalaimn program .Jaminan Kesehatan Masional;
dan

b. menyediakan data baden useha untuk dapart
ditmanlaalkan dalam meningkatkan kepescrtaan
program Jaminan Kesehatan Nasional.

7. Menteri Keuangan untuk:

a, melakuken ketju sama pertukaran data antzra
Kementerian Keuangan dalam hal ini Direklorsl
Jenderal Pajek dengan Badan Penvelengpara
Jaminan Sosial Kesehatan untuk meninpkatkan
kepatuhan Peserta program Jaminan Kesehatan
Nagional, sesuai dengan kelenlusn peraluran
perundang-undangan;

N, menyiapkan repgulast dalarn rangka mendokung
kclancaran pembayaran iuran kepcescrtaan
angpola keluarga yang lain Pekerja Penerima
Upah Penvelengeara Negara di lingkungan
instansi Pemerintah Pusat agar menjadi Peserta
alketif dalam  program  Jaminan  Kesehatan
Nasional;

C. MCNjAgH. ..
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c. menjaga kesinambungan pendanazn program
Jaminan Kesehatan Nasional; dan

d. melakukan pemowongan Dana Alokasi Urnam
danfatan Dana Bagt Masil terhadap Pemerintah
Dacrah yang tidak mcmcenuhi kewajibannya
dalam program Jaminan Kesehaitan Nasional
sesuai dengan keleniuan peraturan perundatg-

undangan.

8. Menteri  Pendidikan, EKebudavaan, Risetl, dan
Tcknelogi untuk memastikan  peserta  didii,
pendidik, dan tenaga kependidiksn pada salusn
pendidikan  baik fortnal maupun nonlorzmsd
merupakan Peserta aktif dalatn progeam Jaminan

Keschatan Nasional.

0. Menteri Kesehatan untuk:
a. melakukan evaluasi, penglkajian, dan
penvempummaan rcgulasi  terkait  pelayanan
kesehatan dalamn program Jaminan Kesehalan

Nasional;

b. mempercepal penyelesalan standardisasi
pelayanan melalu Pedoresn Nusional Pelayanan
Kedokteran;

c. memastikan tenngn kesehatan vang

menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada
program pemenntalh merupakan peserta alklif
dalam program Jaminan Kesehalan Nasional;

d. menjamin kelerscdiaan obat dan alat keschatan
bhagi peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional dengan mengacu pada  [ormnularnam
nasional dan kompendium alat lkeschatan
bersama Pemerintah Dacrah;

€. 'menjamin. ..
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e. menjamin  ketersediaan sarana dan prasarana
pada fasilitas pelayanan keschatan serta sumber
daya manusia & bidang keschatan bersama
Petnerintah Daerah;

f. menyempurnakan  sistem tarf  pelayanan
kesehatan sesual prinsip kendali mutu dan
kendali hinya dalatn program Jaminan Kceschatan
Nasional;

%. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh
antar sistem informasi  program  Jaminan
Kesehatan Nasional pada Kementerian Keschatan
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Keschatan sesuai dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan;

h. memprioritaskan  pclayanan  pramaotif  dan
preventif perorangan dalam manfaat program
Jaminan Kcschatan Nasgional; dan

i. meningkatkan implementasi koordinasi aniar-
penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan
peran asuransi Badan Usaha  Milik
Negara fswasta,

- Menteri Ketenagakerjaan untuk:

a. melakukan evaluasi, pengkeajian, dan
penyempurmaan  regulagi  lerkait tata  cara
pengenaan dan pencabutan sanksl adminisiTatf
bagi Pemberi Kerja selain Penyelengpara Negara
atas kepatuhan tlerhadap program .Jaminan
Kesehalan Nasional;

b. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan
kepatuhan kepada Pemben Kerja sclain
Penvelenggara  Negara  terhadap  program
Jaminan Kesehatan Nasional;

c. memastikan...
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. memastikan seluruh orang asing yvang beketja
paling sedikit 6 (¢nam) bulan di Indonesia
merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasionel: dan

d. memastikan pcmohon penguarusan  maupun
pcrpanjangan  perizinan berusaha di bidang
ketenagakerjaan metupakan Pescrta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mcenten Perindusttian untuk:

4. menymergikan  data industri yang memuat
jumlah wnaga kerja, perusahaan industr, dan
pcrusahaan kawasan industri, dengan dara
kcpesertaan  Badan Penvelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan
dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan
sektor industri dalam program Jaminan
Keschatan Nasional; dan

b. memastikan perusahasan industri dan
perusahaan kawasan industrd patuh  dalam
mendaftarkan dan memberikan data pekerja
bescrta anggota keluarganya secara lengkap dan
benar, dan membayar iuran program Jaminsn
Kesehatan Nasional.

Menteri Pckerjaan Utnum dan Perumahan Ralkyat
untuk memastikan pelaksana proyck dan para
pckerja pada provek pembangunen infrastruktur
dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum ¢an
Perumahan  Rakyat  vang pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belunja
Negara, merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan Kegehatan Nasional,

13. Menlern...
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Menweri Perhubungan untuk meningkatkan
kcpatuhan setiap Pemberi Kerja,/badan usaha dan
pekeria pada sektor perhubungan darat, laut,
udara, dan perkceretaapian fermasuk transportasi
dalam jaringan (onfine} menjadi Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

a. melakukan diseminasi dan edukasi kepada
masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam
program .Jaminan Kesehatan Nasional melalui
berbagai saliiran komunikast; dan

b. memfagilitasi penycdiaan infrastruktur
telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan
tcrdepan dalam rangka meningkatkan
kemampuan sistcm tcknologt informasi program
Jaminan Kcschatan Nasional.

Menteri Perlantan  untuk  memastikan peuani
pencrima program Kemenlerian Pertanian, tenaga
penyuluhb, dan pendamping program Kemerterian
Pertanian merapaksan Pcserta aktif dalam program
Jaminan Keschatan Nasicnal.

Mentert Kelautan dan Perikanan untuk memastikun
nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan,
pctambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan
penerima  program Kementerian Kelautan dan
Perikanan merupakan Peserta aktil dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Agratia dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional untuk memastikan pernchon
pendafllaran peraliban hak tanah karena juad beli
merupakan Peserta akuil dalam program Jaminan
Kesehatan Nasianal,

18. Mcnteri...
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I8 Mentert Madan Usaha Miltk Nogurs untulc

a memastican seluruh asggots direksl, anggot
dewant  komisers/dewan pengewas, dan
knsryawan Badan Usaba MOk Negars Soserta
sngeota helusrguoys merupaksn Pesorts skt
dalem peogram Jaminan Keschatan Nasomal
b memeseikan Dirvhoi Badan Usaha Milde Negars
untuk menerapian hal sebageimana dimakaud
pada hurtl & kepada anak perisabsannys; dan
c memantionn dats  kegesertauns program  yang
dikelols cleh Badan Usaba Milik Negurs dun data
kepesertaan  Badan  emywienggare  Jaminan
Sosial Kesrhatan untak dapat dimanfastican
dalum runghn pemsutakhiran dun peninghatan
duts krpeserisunm  dan  kepatuan  peogram
Janmnan Xeschatan Nasional.

19 Mender Koperawt dan Usaba Kecll dan Menengah

untuk

o melakukan  langhad lunghal agur  penguros,
penguwus, dan anggoetn kegerast serta pelaku
usaha shale mikro, kecll, dan menengah menadi
Peserta aktsf dalam progam Jeminan Kesebhatan
Nasonal, dan

b menyediukan dats koperssl serta boedan usaha
skala mikro, kecll, dan memesguls untuk dapal
dimanlsathan dalam pemnghoatan pesertaan
dan  kepstshan program  Jemunan  Kesehatan
Nasinnal

0. Mentern..
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Menteri Sosial untuk:

a. menetapkan perubahan data Pencrima Bantuan
[uran Jaminan Kesehatan scluruhnya berbasis
Data Terpuadu Kescjahtcraan Sosial;

b. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil
verifikasi dan validasi oleh Pemerintaly Daerabs
untuk penetapan dan perubahan dala. Penerima
Bantuan [uran Jaminan Kesehatan secara
berkala melalui sistem  irformasi  yang
terinteprasi; dan

¢. memastikan data Pescrta Pencrima Bantuan
Turan Jaminan Keschalan lersampaikan kepadz
Pemerintah  Daersh setiap bulan  dengan
mcncantumkan  nama  dan  alamal  secara
lenglkap.

. Mcntcri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal,

dan  Transmigrasi untuk menyusun  dan
menelapkan kebjjakan pengpunaan dana  desa
untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan
program Jaminan Keschatan Nasional.

Mecntcrl Paviwisata dan Ckonotni Krealil/Kepala

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untulk:

a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di scktor
pariwisala dan ckonomi kreatif, menjadi Pescria
alktif dalam program Jaminan Keschatan
Nasional; dan

b. tnemastikan pescrta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan, pade  lembaga  pendidikan di
bawzah Kcmenterian Pariwisata dan Ekonomi
Krealil/Badan Pariwisata dan Ekonomi Krcatif
merupakan Peserls. akli dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional,

23. Menteti...
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23.Memern  Investasi/Kepala  Badan  Koordinasi
Penunaman Madal 11n 1;IJ k mendukung
penyelenggaraan program Jaminan Keschalan
Nagional dalam proscs perizinan berusaha melalui
sistem Online Single Submission.

24, Jaksa Agung untuk:

a. memberikan pendapat hukam dan/atau
pendampingan hukum alas  permasakihan
hukum perdawa dan tata usaha negara terkait
program Jaminan Kesehatan Nasionel;

b. memberikan bantuan hukum dalam rangka
optimalisas: pclaksansan program Jaminan
Kesehatan Nasional; dan

¢. meningkatlan koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga, Pemcrintah  Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan
pengawasan  dan  pemeriksaan  kcpatuhan
pclaksanaan  program Jaminan Kesehatan
Nasjonal.

25.Kepala Kepolistan Ncgara Republik Indanesia
untuk:

a. melakukan penvermpurnean regudasi  untuk
mcmastikan pemohon Surat Izin Mcngemudi,
Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat
Kelerangan Catatan Kepolisian adalah Pescrta
akul dalam progremm Jaminan Kesehatan
Nasional; dan

b. meningkatkan. ..
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b. meningkatkan  upaya  penegakan hukum
tcrhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara yang belum melaksanakan kepatuhan
membayar iran program Jaminan Keschatan
Nasional.

26, Kepala Badan Pelindungan Peketja Migran

Indencsia untuk:

a. mcwajibkan calon Pekerja. Migran Indonesia
mcnjadi Peserta  akld program  Jaminan
Kesehatan Nasional;

b. mewajibkan Pekerja Migran Indoncsia yang
bekerja di luar negeni kurang dari 6 (enam} bulan
untuk menjadi Peserla aktf dalam program
Jaminan Kesehaltan Nasional sclama berada di
luar negeri; dan

c. menyusun dan menctapkan regulasi teknis
untuk mendukung pelaksanaan  program
Jaminan Kesehatan Nasional.

27.Dircksi  Badan  Penyelengpara Jaminan Sosial

Kesehatan untuk:

a. memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional mendapatkan  akses  pelayanan
kesehatan yang berkualitas melalui pcmberian
identitas Pcscrta program Jaminan Keschatan
Nasional;

b, memingkatkan  advokasi, kampanve, dan
sosialisasi (public education) program .Jaminan
Kesehatan Nasional, rermasuk hak-huak Peserta;

c. meningkalkan kerja sama dengan pemangku
kepentingan  dalain  rangka meningkatkan
pclavanan pendaftaran, mengembangkan
kemudahan pendaftaran dan pembavaran ran
program Jaminan Keschatan Nasional;

d. meningkatkan...
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.meningkatkan upava penegaksan  kepatuhan

pendaftaran dan penyarnpaian data Peserla,
serta  upaya penagiban dan  kepalvhan
pembavaran uran program Jaminan Kceschatan

Nasional;

. meningkatkan kerja sama dengan petnatgku

kecpentingan dalam rangka penegakan sanksi
pclayanan publik dan terlaksananva program
Jaminan Keschatan Nasional yang optimal;

meningkalwan  perluasan kerja sama  dengan
[asilitas pelayvanan  kesehatan  berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peranzran

perundang-undangan:

. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi

serta pengembangan inovast untuk perhaikan
impiemenlasi program Jaminan Kesehatan
Nagionat guna menjamin keberlangsungan dan
peningkalan  kualitas  program  Jaminan
Kesehatan Nasional;

melaksanakan pemadanan data  kepesertaan
dengan Kemenieran/Lcmbaga penycedia data
Pesgerta dalam rangks meningkatkan akurasi
dan validitas data Pcsorta program Jaminan
Keseharan Nasional; dan

metakukan kerja suma dengan Kemenlerian
Kcuangan dalam penegiban pivtang iuaran
Peserta program Jamuinan Keschatan Nasionat
setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh

Badan Penyclenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

J. melakukan...
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J- melakukan interoperabililas sislcm secara penuh
antar sistem inlormasi  program  Jaminan
Kesehatan Nasional pada Kementerian Keschatan
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, serla menyediakan data  dan
informasi melalui akses sistcm informasi program
Jatninan Keschatan Nasional kepada Dinas
Keschatan dalam rangka pengambilan kehijakan
di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

k. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan
pelayanan promotil dan preventl perorangan
dalarr morfaat pragram .Jaminan Kesehatan
Nasional scsuai  dengan  kebijekan  vang
ditctapkan  dalam  peraturan  perundang-
undangan; dan

l. meningkatkan implementasi koordinasi antar-
penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan
peran asuransi Badan saha Wilik

Negara fswasta.

28. Para Gubernur untuk:

a. menyusun dan  menelapkan regulasi  sorla
mengatokasikan anggaran untuk mendukung
pelakgansan  program  Jaminan  Kesehatan
Nasional di wilayvahnya;

b. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mensyaratkan kcpescrtaan aktif program
Jaminan Keschatan Nasional sebagai salah satu
kelengkapan dokumen pengurusan perizinan
berusaha don pelavanan publik;

c. memasitikan...
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memastikan seuap prnduduk yang berada di
wilayahnya terdaftar  sebagai  Peserta aktif
program Jaminan Kesehatati Nasional;

.mendorong  Pescrta Pckerja Pencrima  Upah

Penyelenggara Negara di lingkungan mnslansi
Pemerintah Daerab Provinst untuk mendaftarkan
anggota Keluarga yang lain menjadi Peserta akul
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
dalam  segmen  Pckerja  Penerima Upah
[Pcnyclenggara Negara;

. memastikan seluruh pekerja tennasuk pcgawai

pcmerintah dengan status non-Aparatur Sipil
Negara di wilayahnya merupakan DPeserta aktf
cdalam program .Jaminan Kesehatan Nasional;

memastikan BupalifWali Kota mcndaftarkan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagar Peseria
aktif dalam program Jaminan Kesebatan

Nasional;

. memastikan percncanaan, penganggaran  dan

pembayaran kontribusi juran Pescrla Penerima
Banfuan [uran Jaminan Kesehatan sesuai
kapasitas fiskal daerah;

.melakukan  pengalokasian  anggaran  dan

prmbayaran mran dan bantuan iuran penduduk
vang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upalh dan Bukan Pekerja dengan  manfaat
pelavanan di ruang perawatan Kelas 3, serta
pengaloxasian  anggaran dan  pembayaran
bantuen iuran bagi DPcserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan
manlaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;

i, memaslikan...
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1. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan
anggaran dan membayvar furan dan bantuan
wran bagi penduduk yang didallarkan oleh
Pemerinteh  Daerah  Kabupaten/Kola sebagad
Pescrta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja dengan manfaal pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan
anggaran dan membayar banluan huran bag
Peserta Pckerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan DPeckerja dengan manfasl pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3;

J. memaslikan anggota dewan komigsatis/dewan
pengawas, anggota direksi, dan katryawan beserta
anggota kcluarga dari Badan Usaha Milik Dacrah
beserta anak perusahaantys merupakan Pescrta
aktil dalam program Jaminan Keschatan
Nasional,

k. menjamin kelersediaan obhat dan alal kesehatan
bagi Peserla program Jaminan Kesehatan
Nasional di wilayahnya dengan mengacn pada
formularium nasional dan kompendium alat
kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;

. menjamin kefersediaun sarana dan prasarana
pada [asilitas pelayanan kesehalan serta sumber
daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama
Kcmenterian Keschatan:

m., relaksanakan...
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melaksanakan pcngenaan sanksi administratif
tidak mendapatkan pclavanan publik tertentu
kepada Pemberi Kerja sclain  TPenvclenggara
Negara dan seuap orang sclain Pemberi Kerja,
pekeria dan Pencrima Bantuan Juran Jaminan
Kesehalan yang tidak memenuhi kewajibannya
dadatn program Jaminan Kesehatan Nasional
sesual dengsn ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan _

tneningkatkan  pembinaan  dan  pengawasan
kepada Bupat/Wali Kota dalam rangka
pclaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan
Nasional,

29. Para Bupati/Wali Kota untuk:

A.

menvusun  dan menctapkan regulasi  serta
mengalokasikan anggaran untuk mendukung

pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan
Nasional di wilayahnya;

cmemaslikan setiap penduduk vang berada di

wilayahnya terdaftar sebagai Peserla aktif
progratn Jaminan Kesehatan Nasional,

. memastkan scluruh Pelayanan Terpadu Satu

Pintu mensyvaratkan kepesertaan aktif program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah sata

kelengkapan dokumen pengurusan perizinan
berusaha dan pelavanan publik;

.mendorong Pescrta  Pekerja  Penerima Upah

Penyelenggara Ncgara di lingkungan instensi
Pecmerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
mendaftarkan  anggota  keluarga  yang  lain
menjadi Peserta akil dalam program Jaminan
Keschatan Nasional dalam segmen Pckerja
Penierima Upah Penyvelengeara Negara,

¢, memastilcan. ..
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e. memastikan seluruh prkerja tcrmasuk pegawal
pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil
Negara di wilayahnya merupekan Peseria aktif
dalam program Jaminen Kesehatan Nasional;

f. melakukan pendaltaran, pcrencanaan,
pénganggaran, dan pembayaran iuran Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatat Nagional;

g melakukan  pengalokasian  anggaran  dan
péinbayaran iuran dan bantwan iuran  bag
penduduk vang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kola scbagai Pescrta Pckerja
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
Kclas 3, serta pengalvkasian anggaran dan
pembayaran bantuan iuran bagi Pescrta Pckerja
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
Kclas 3;

h.memastikan anggola dcwan komisaris/dewan
pengawas, anggota direksi, dan karvawan beserta
anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daersan
beserta anak perusahaannya merupakan Pescrta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional;

i. menjamin kctersediaan obat dan alal kesehatan
hagi Pescrta pragram Jaminan Keschatan
Nasionial di wilayvehoya dengan mengacu pada
formulsrium nasional dan kompendium aslat
keschatan bersama Kementerian Kesehatan:

j- menjamin...
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j. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana

pada fasilitas pelavanan kesehatan dan sumber
daya di bidang kcsehatan di wilayahnya bersama

Kementerian Keschatan; dan

.mclaksanakan pengenaan sanksi administratif

udak mendapatkan pelavanan publik terlentu
kepada Pemberi Kerja selain  Penyelenggara.
Negara dan setiap orang sclain Pemberi Kerja,
pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan vang tidak memenuhi kewajibannya
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional

sesuai dengan ketentuav peraturan perundang-

undangat,

30.Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk
mengoptimalkan  tugas, fungsi, dan wewenang
dalam mclakukan kajian dan sinkronisasi regulasi
Sistesn Jaminan  Sosial Nasional  terhadap

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

: Pendanaan ontuk optimalisasi pelaksanaan program
Jaminan Keschatan Nasional dibebankan pada
Anggaran Pendapatan den Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Relanja Daerah, dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan pcrundang-undangan.

: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.

Instruksi..,
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